
BAB IV

ANALISA HUI(UM TI]DUIIAN DUMPING TEREADAP PRO}UK KERTAS

DARI II\DONESIA DI AFRIKA SELATAN

4.1 Tinjauan Industri Kertas Di Indonesia Sebagai Salah Satu Komoditi Ekspor

Yang Sering Dituduh Ilumping

Dalam masyarakat modern, kertas memiliki peranan yang penting. Kertas
merupakan media yang dipergunakan dalam memperoieh informasi (surat kabar,
majalah), perdagangan (uang kertas.,strat berharga), serta pendidikan (kertas tulig
buku), yang sampai sekarang perannya belum tergaatikan meskipun teknologi
elektronika, komunikasi dan 

-forrnasi 
berkembang secara .luar biasa. Indushi

kertasr dan pendukungnya *".u*O : I

kehidupan *asya.akat rnodern.

Industri t 
"m 

itoCon**ia,me*pakan 
salah satu ;ktorly4{rg *u*pu t"*,

meningkatkan protl*siaffieskijrg4'berada di tengah{engrh:kririr'ekonomi yang
melanda pada akhil':'@hun 1990i, . Perkembangan industri''kertas Indonesia
mengalami pertumbuhan produksi dari 4,I juta ton pada tahu*-1996, menj adi 6,7
juta ton pada tahun 1999r dan m 1i4gkq1r.qab*1i **aJ aai i|juta ton pada tahun
20A2.2 Induski kertas t*t ini berjumlah 77 perusahmn'lrun* terkonsentrasi di
sekitar pulau Jaw4 sedangkan 13 p".u.utaun lainnya berada di Sumatera.3
Sementara itu, industri pulp {babntr kayo},-iang merupakan rantai pasokan industri
kertag juga menunjukkan pertumbuhannya.a

' Produk kertas dapat dibagi menjadi eaam golongan, yaitu kertas Lrudaya, ke*as berhergq kertas
khusus, kertas industri, kertas tisu, dan kertas lainnya. Produk terpenting dari Lertas budaya iaiJ tertas
koran dan kertas t*lis c€tak. Kectas berharga mene,ak*p te*as r*eng, kertis cek, kertas bertatrda sir, kertas
bandrol da* kertas meterai, sedangka* termasuk dalam kertas kh"ius ialah kertas lakmus, kerlas metalik,
kertas kalkir, dan kertas sembahyang. Produk utama dari kertas industri ialah kertas isolasi, kertas dinding
(w,allpaper), kertas krafi, dan kertas karton. Sementara produk terpenting dari kertas tisu iatah keras
toile! tisu pembersih, dan kertas sigaret. Pro<iuk kertas yang tioaf rcrmisuk dalam t*to*pot oi ut ,
dimasukkan dalam kertas lainnya, eontoh kotak dari kerfas karton belgelombang, berkisut atau berkanrr
dan kertas tahan air- Industri yang merniliki keterkaitan yang cukup erit dengarrsektor industri ptp dan
kertas ialah induski kimia" kareaa banyaknya bahan kimi; y*tg dig"rruk" dalam industri 

-p"6 
a"

kertas, serta indust'i penerbiten, percetakan, den reproduksi *"oiu rltuil*.
'Eddy Herjanto, "Ketersediaan SNI PadaRantai Pasokan Indus*i Kertas-, Jarttat Starul*&sasi

Volume 6 Nomor 3, (Jakarta: September 2004), hal 6L
" Ibid.

Produksi palp pada tahun 1996 sebesar 2,6 juta ton, meningkat menjadi 3.2 -irrt ton pada tahun
1999 dan 

:tto, 

5,0 juta ton pada tahun ?ffiZ 
*tft 

t*, jurntaf p.*.urru* putp'rctxrnyik t 3 buah
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Sektor industri pulp dan kertas memiliki potensi perfumbuhan yang besaq

mengingat sumber daya alam Indonesia yang memadai, sertia menyerap banyak

tenaga kerja. Pada tahun 2W\ Indonesia berada pada urutan ke-12 dunia untuk

produksi kertas, dan ke-9 dunia unt*k produksi putp. Oleh sebab itu, sektor ini

masuk dalam kelompok 16 sektor unggulan Indonesia.s

Kecenderungan persaingan dalam perekonomian intemasional yang semakin

tajam membuat negara-negara dalam kawasan tertenfu menjalin kerjasama ekonomi

trntuk memperlancar perdagangan dan me4iaga pasar dari serbuan produk asing

yang lebih kompetitif Kerjasama regional membuat pasar domestik menjadi tebih

terbuka bagi negara di kawasan yang sam4 tetapi akses ke pasar luar negeri juga

menjadi semakin terbuka. Selain kerjasama regional, kerjamma dalam perdagangan

internasional, termasuk oleh Negara-negara 
-ggoo 

WTO, turut serta dilaksanakan.

Hal tersebut dapat krlihat adanya kerjasama perdagangan dalam bidang komoditi

kertas antara lndonesia dan beberapa Negara anggota WTO seperti Afrika Selatan

dan Korea Selatan, dimana Indonesia dalam hal ini mengekspor komoditi kertas ke
Afrika Selatan dan Korea Selatan. Keadaan ini harus AuJu, Oiuntirr*t i."*"" i*
oleh lndonesi4 dengan memanfaatkan semua peluang -vang ada untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional.

Industri kertas memiliki spektrum yang sangat luas. dari bahan baku yang

berasal dari kayu dan limbah hasil pertanian, yang kemudian diolah menjadi pulp,
lalu diolah kembali menjadi kertas dan karton, dan selanjutnya dipergunakan oleh
industri yang lebih hilir lagi seperti penerbitan, percetakan, pengemasan, rokok,
pengguna kertas (cowenter\, dan jasa lainnya. Rantai pasokan industri ksrtas dapat
dilihat pada gambar berikut ini:

tersebar di Jawa (6 buah)' sumatera (5 buah), dan Kalimantan (2 buah). Terdapat l0 perusahaan yangmemproduksi pulp &n sekaligus kefias {integrated).
' 

:*tHerhanto' 

op'cit''hal 62' 
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Diagram 5

Rantai Pasokan Industri Kertas6

Pulp
. FU|F dari k4,u
. Futp Elari serat lain
. Fulp dari ketas hE&as

Bartrl kiri.lia
. sscfa kDstik
- sarn srjfat
- Ftclmsen Ferol4sida. bpid<a
- bwm
r xizing Agent
. FEIrne$
. Elt wa-flg
- ses Kai,
. sedaahu
. asam klorida
. lB$an
. kalsiurr kartorrat
' cfl

l{ertas tisu

: ffiH:l#i$*.*-
- k€ftas tids lainnfa

paJp merupakan bahan baku yang berasar dari kertas dan karton. secararlmrlm' F*'duk 
'r*Ip 

dikelompakkan b,erdasarkan bahan bakunya yaifu dari kayu,serat iain atau kertas hkas. Indu$ri purp Indanesia pada awarnlra hanva untukmcmsnuhi ksbutuhan domostilq namun adanya krisis ckonomi dan ferrdepresiasinyarupiah mendorong produsen ,,,engarihkan sebagian Fsamya ke luar negeri. Niraiekspor pulp mwrgalami perhrmbruhan surrpai tahun 20OO, meskipnn kernudianmenunm 2il'6*/a pada tahun 200i, namun kembari tuElbuh h-' 793 jufpada tahun ZW3.T 

--- ^+v*.*rr rurllt'un nrngga mencapai US $

ff:"::.::::* "": ::0u* 
putp dirndonesia iarah kerergantu*gan;"';-*ffffi,

6_ Ibid.,tal 63.
' Pus&ta Kemantenan perdagangan
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tepung untuk keperluan teknis, natrium sulfat, belerang hasil sublimasi, dan
aluminium sulfat. sementar4 kendala yang dihadapi oleh pasar ekspor ialah
meningkatnya daya saing negara eksportir pulp lain laitu selandia Baru, Jepang,
Philipinq Swedia, Thailand, Taiwan, RRC, dan Brazil. Meskipun rnemiliki potensi
yang sangat besar sebagai produsen patp.lndonesia juga memiliki ketergantungan
terhadap impor puip-E

selama periode tahun rgg6-200a, ekspor kertas nasional mengarami
peningkatan dengan laju pertumbuhan rata-rata sekitar g,9ya per tahun, namun
selar{utnya terjadi kontraksi yang berranjut,terus hingga tahun 2003. Keadaan ini

ffiffi;:-1t?1,:r,}T:il.."J:,iff _,:,#?:i"::,i:;
hingga saat ini masih didomrnasr oleh keaas;;-;;;i; ;;;;;;;"
dari jumlah ekspor tertas'nasional, kemudian diikuti oreh'kertas koran ,;;*l2,4yt, kertas karton sebesar ll,gyo,dan kertas;;;; 6,0;; N;;;
ekspor yang utama iarah china (16,7a/o), Hong Kong (ll,2w,Maraysia (g,6yo),Taiwan (g,}yo)' dan Singapuru (6,4yo), kerntdian diikuti r*aiq l"p;;;;serika! Korea Selatan" n"gu* di A&ika seaa Negara_negara di kawasan Eropa(terutama Belanda Inggris, dan Belgia).e semenara it', impor kertas tidak terralutinggi dibandingkan impor purp. Jenis kertas yung uun-"ui o,*0", iarah kertas krafl(48,2W, kertas karton (Z3,gya),dan kertuekspor p u rpdan kerras ;;" ;;"#;:: fi;ff ffil-";;-ffi::*"

Pertr-embaagan *o**rur;XT;t f**, periode r eee-2003 r 0

Sumbec p

"pusda'uil;;;;#;;,ffiufr ;""

:r:::*g-"*- a kti iatah .pttpkayu kimia sodayang mencapai 43,6a/o da

, 3d.r, _*xf,.,,:ynrx:;' ffi ::x 
w oM put p s ado s u ! phate n L'{n"i Li"',iir **t

Sataan: USg i
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Pasar dunia untuk komoditi pulp dan kertas selama ini didominasi oleh

Negara-negara di Amerika Utara (Amerika Serikat dan Kanada) dan Negara-negara

di kawasan Scandinavi4 seperti Swedia Finlandia" dan Norwegia. Kelompok

Negara-negara tersebut sering disebut sebagai NORSCAN (North America snd

Scondinavia). Tetapi kecenderungan yang diperkirakan terjadi di masa yang akan

datang, dominasi pasar pulp dan kertas oleh Negara-nsgara NORSCAN akan

semakin berkurang dan akan bergeser ke Asia, terutama Indonesia dan Negara-

negan di Asia Timur, serta negara-negara Amerika Latin seperti Chili, Brazil, dan

Uruguay. Penggunaan bahan baku kertas.bekas untuk pembuatan kertas akan

semakin meningkat seiring dengan !+lnam intemasional di bidang lingkungan

hidup. Pengembangan bahan,hk"'k akan dilakutan oleh Negara-negara yang

masih memiliki potensi h.utar,yang'e11ryq Gqar,, s9n9.{ nq, Lesia dan Negma-

negara di Amerika l-din, dengan sistem Hutan funu*un Industri (HTl) dan

penerapan Sustainable ForcsI Marugement (SFM).tt Sehin itu, menurut Prof. Dr.

lr. Achmad Sumitro dari Fakultas Kehutanan UGM dalam piOato dies 2003,12 selain

pengaruh Negara I{ORSCAN, sebagai Negara tropis, pohon yang terdapat di

tndonesia siap tebang 3 kali lebih cpat dibandingkan dari pohon di daerah dingin.

Indonesia juga memiliki' ltanyak peryedraarr air taog oltup untuk proses pembuatan

pulp dan kerhs. Adanya penduduk Indonesia yang cukup besar yaitu 220 juta dwt

yang makin berpendidikan, menjadikan konzumen kertas yang besar dan terus

meningkal disertai sernakin baryaknya.'tenaga terampit dan berpendidikan. Serta

pengaruh letak dari wilayah Indonesia yanf berada di tengah-tengah benua Asia

yang makin maju dalamtingkat ekonomi dan pendidikannya-

rr Filosofi Hutan Tanaman Indonesia (HTf) dikembangkan dari lahan hutan yang sudah rusak
akibat eksploitasi yang bsrlebihan di masa lalu, untuk kemudian ditanami kembali (reforestasi). Sebagian
hasil kayunya dimanfaatkan untuk kebutuhan industri, namun sebagian besar lainnya masih merupakan
tanarnan, atau dengan kata lain pengelolaan Hutan Tanaman lndonesia diatur sedemikian rupa
berkelanjutan mengikuti kaidah-kaidah kelestarian (Sustairwble Forest Managemenl$FM).

'' Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Puslitsosek - CIFOR, 'Makalah Prospek
Industri Pulp Di lndonesia", (Makalah disampaikan pada seminar "Kebjakan Pembangunan Hulan
'fanaman Industri dan Pengeinbangaan Industri Pulp di Indonesia: Mempromosikan lavestasi Yang
Bertanggung Jawab), Ja|r,afta" 28 Juni 2fi)6, hal 43.
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4,2 Tuduhaa Dumping Terhedap Produk Kertas trcdoacsia

Indushi kertas di Indonesia terus mengalami kemajuan setiap tahunnya. Hal

tersebut didukung oleh kontur yang dimiliki oleh wilayah Indonesia yang memiliki

daerah hutan yang luas. Indushi ker0as di Indonesia didominasi oleh produsen-

produsen besar seperti Raja Garuda lv{as Group EGM) dan Sinas Mas Group

(SMG), yang terdiri dari PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk., FT. Pabrik Kertas

Tjiwi Kimia Tbk., PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills, dan PT. Sinar Dunia

Makmur. SMG mempunyai anak perusahaan Asia Pulp & Paper (APP), yaitu APP

Indonesia dan APP ymg beroperasi di Chin4 sdangkur RGM mempunyai anak

perusahaan APRIL, yang terdiri O*,,.'gRIi:- tt-Cryrt" @iau Andalan Pulp & Pup"r,

Toba Pulp Lestari) dan APRILCtriaa" 
'

Produsen Sinar I\&s q*t U+g" kini tehfr U"*o4,,*febarkan sayapnya

dengan melakukan ebprurkelw,ryeri. Pryek kqq Wrg telah diproduksi oleh

mere.kan fak&or poduksi dibandingkl &*gan Negara NORSCAN, dimana regffra-

negaratersebut sudah tidak bisa mmgembungkan lagi potensi hban bakunya $trara

signifikaa dan biaya @uksi yatg relatif lsbih mahal dikarenalwr htrga kayu dsn

energi di negara-negara tersebut relatif tinggi.ra Sebagai akibat dari tirgginya biaya

produksi pw$uafan plp Mn kstas di nega**egara nrqfta rnaka knyak Fbrik
pulp dan kertas di negara-negara brsobut negara NORffAN yang

rneagalarni gulung tikar, selrrti lVeycrhnueser &iffie Afbsrt, Canada), UPM.*
Universitas Indonesia

t3 Negam-negara di Amerika tltaa (Aarerika Serikat dan Kwrada) dan Negara-negara di
kawasan -ScadinaviA seperti Swedi4 Finlattdia dan Nuwegia K€tcnpok Negaa.rmgra terscbt sering
discbut sebagai NORSCAN (Nanh nnwica and fuandinavia'1.

la Hasil wawancara dengan Bapak Pqiabat ljselon 3 pirektrlrat Pergamamn Pendagurgan (DPP)
Kemilt€rian Perdagangan.
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Ky'mmene (Miramichi, New Brunswick), Domtar (Cornwall, Ontario), dan Neenah

Paper (Terrace Bay, USA).

Dikarenakan produksi kertas Indonesia memiliki harga jual yang lebih

rendah dan masih banyak menggunakan harga Free On Board (FOB)15, maka

banyak produk komoditijenis kertas yang diekspor keluar negeri dikenakan tuduhan

dumping. Negara yang telah menuduh dumping terhadap kertas dan produk kertas

Qsaper and paper product) yang diekspor oleh Indonesia keluar negeri yang telah

dilaporkan kepada Direklorat Pengamanan Perdagangan PPP) Kementerian

Perdagangan hingga bulan Januari tahm 2010 adalah Afrika Selatan, Korea Selatan,

Indi4 Malaysi4 Australia dan Amerika Serikat. Jenis kertas yang paling banyak

ditnduh dumping adalah A1 copy paper dan eaatedfree sfuet.

Salah satu fuduhan dumping yang dikeaakan kepada komoditi kertas

Indonesia y-ang dickspor keluar negeii adalah tuduhan dumpingyang dikenakan oleh

Afrika Selatan kepada m. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk., ru. Pabrik Kertas Tjiwi

Kimia Tbk.. dan PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills atas produk Urrcoated l{ooel

Free hYhite 44 Poper.t6 Afrika Selatan dalam hal ini secara jelas telah melanggar

ketentuan sunsel review yang diatur dalam ketentuan Article VI GATT dan Anti-

DumpingAgreemenl(ADA).17 , . .  , . l

Untuk melihat potensi sektor ekq,Bo1,kerys Indonesia di pasar Afrika

Selafan, dapat dilakukan analisis penlaga*$an'antara,.lnd sia dan Afrika Selatan

pada pcriodc tahun 2004 sampai dengan tatrun ZOOS dengan mcnggunakan mctode
i  .. 

,. 
. . 

:., . :

yang sederhana.

Terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan potensi

pasar suatu negara atau negara partner, bagi Indonesia. Kriteria pertama adalah rata*

t5 f'ree On Board (liotl) adalah pcngiriman barang dengan biaya transportasi clitanggung
pcngirim sampar di pclabuhan pengrrim saja. Supplier akan mcmbayar sonua biaya yang dikclurukan di
negara asal sampai ke gudang forwar&r buyer dan sampai di kapal. .Iika secara lebih rinci, dapat
dijabarkan bahwa bia.ya yang meniadi langguilgan pihak penjual terdiri alas bea pajak ekspor, trinya
pengangkutan komoditi dari gudang peniual kc demra6;a pclatruhan, biaya rnuat dari dermaga ke atas
kapal serta biaya menadatkan atau mcnyusun komoditi. Dan buyer hanya mernbayx xean freight to
rlestin<lion and ctrstam di rregara tujuan.

tu Berdasarkarr kcteranga.n clari DPP Kemurterian Perdagangan.
17 tlasil wawancara dcngan Ralxrk I'cjabat Deelsn 3 L)irektorat Pcngamanan l,crdagangan (DPP)

Kementerian Perclagangan; llagak Martua Sihontbittg Inspcktur lI fnspcktorat Jencleral, rrantan Direktur
llircklorat I'cngamanan I'erdagangan Kcmenteriao Pcrdagangan; Bapak liry ltundjamin selaku
pcngacara di bidang dumping.
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rata perfumbuhan impor negara partner untuk suatu komoditas. Kriteria ini dapat

menggambarkan perfumbuhan pasar suatu komoditas di negara itu.

Kriteria kedua pangsa pasar impor suatu komoditas terhadap total impor

negara partner. Kriteria ini untuk melihat derajat kepentingan komoditas tersebut

bagi negara partner dan melihat daya saing komoditas domestik negara tersebut.

Semakin tinggi pangsa pasar suatu komoditas terhadap total impornya,

ketergantungan negara partner terhadap komoditas produksi luar negeri semakin

tinggi.

Kriteria berikutnya" pangsa ekspor suatu produk terhadap total ekspor

Indonesia. Kriteria ini untuk menangkap faktor daya saing Indonesia di pasar global.

Suatu produk yang berdaya saing tinggi cenderung memiliki nilai ekspor tinggi,

relatif terhadap total nilai ekspor Indonesia.

Adapun kriteria terakhir adalah pangsa pasar komoditas yang diimpor dari

Indonesia terhadap total impor negara partner dari seluruh dunia terhadap komoditas

tersebut. Kriteria ini untuk melihat tingkat keberhasilan Indonesia menembus pasar

negara partner. Semakin besar pangsa pasar suatu komoditas Indonesia di pasar

negara paftner. semakin besar pula kesempatan Indonesia untuk meningkatkan

pangsa pasar.

Masing-masing komoditas akan diperingkat dalam masing-masing kriteria

yang telah ditetapkan. Selanjutnyar ditentukan nilai rata-ratanya. Rangking nilai

rata-rata komoditas inilah yang mengga4nbarkan potensi pasar produk Indonesia di

negara partner secara komprehensif dan sektoral. Semakin kecil nilai rata-rata ini,

semakin besar potensi pasar komoditas tersebut untuk ekspor Indonesia.

Ekspor kertas di Afrika Selatan terus tumbuh dalam 6 tahun terakhir. Afrika

Selatan dipercaya sebagai salah satu pintu masuk pengembangan pasar Indonesia di

Afrika. Identifikasi sektor-sektor prospektif di negara tersebut sangat penting guna

penerapan kebijakan ekspor, yang dapat mendorong sektor-sektor unggulan

Indonesia.

Di saat perekonomian global berpotensi melambat, perluasan ekspor ke

kawasan Afrika tampak terlambat tetapi ini bukanlah sesuatu yang sia-sia. Jika

pemerintah dan pelaku pasar Indonesia mampu menerapkan strategi perdagangan

L' nir*ersitas f ndonesia
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yang tepat, maka ketika kondisi ekonomi global membaik, prospek keuntungan

tentu menggiurkan.

Perluasan pasar bukan sekedar pengalihan penjualan komoditas dari negara

fujuan utama ekspor ke negara tujuan baru, melainkan mengembangkan dan

mengekspioitasi alternatif pasar ekspor baru. Penetrasi terhadap peluang di pasar

Afrika terutama untuk pengembangan dan diversifikasi pasar ekspor jangka panjang.

Keberhasilan melakukan diversifikasi di pasar Afrika tidak akan terwujud tanpa

usaha nyata. Optimalisasi kerjasama perdagangan, perhatian eksportir, dan eliminasi

hambatan merupakan cara tepat untuk mencapainya.

, i  , '

4.3 Pengenaan BMAD Atas Produk Kert*s 
t 

' 
-

Pesatnya perkembangan teknologi pada urnumnya, teknologi informasi

khususnya, telah mendorong terjadinya kompleksitas hubungan atau transaksi

dagang internasional, oleh.darl antar pelaku (subjek hukum) dalam perdagangan

internasional, yang bersifat lintas dan menembus batas-batas negara {transnasional).

serta perbedaan sistem hukum, sistem politik dan lain-lain dari dan antar pelaku

dalam perdagangan .intemasional tersebut. Kompleksitas tersebut dapat dilihat.

misalnya dengan kelangsungan suatu transaksi-transaksi ,vang berlangsung cepat.

terjadinya persaingan dagang yang ketat baik perdagangan barang maupun jasa

yang pada gilirannya akan msnumbuhkan kesadaran bersama antar pelaku dalam

perdagangan internasional bahwa perlu dan dibutukan suatu perdagangan bebas

dilakukan, yang dilangsungkan dengan fair, tanpa dibatasi dan atau diitenensi

dengan pengenaan tarif, kuota, subsidi, kontrol nilai tukar. dan lain-lain ,vang

bersifat proteksi dan dapat menghambat arus dan kelangsungan perdagangan

tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Garcia bahs'a perdagangan y,ang adil

memprsyaratkan bahwa hukum perdagangan internasional harus beroperasi

sedemikian rupa untuk kepentingan negara-negara yang paling tidak diuntungkan,

dengan demikian menggaris-bawahi pentingnya prinsip special and dffirential

tr e at me nt sebaga i -i usti fi kasi bagi h ukum perda gan gan internasionai.

Salah satu indikator penentuan dumping _vane rnemiiiki peran penting adalah

ketentuan like produa. Peraturan antidumping Afrika Selatan memiliki ketentuan

Unir*ersitas fndonesia
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mengenai like product yang lebih detail jika dibandingkan dengan Anicle 2.6 Anti-

Dumping Agreemerrt (ADA), yaitu:

a. Bahan mentah dan bahan dasar lainnya yang digunakan dalam memproduksi

suatu produk;

b. Proses produksi;

c. Karakteristik fisik dan penampilan dari suatu produk;

d. Penggunaan akhir dari suatu produk:

e. The substitutability dari sebuah produk dengan produk yang sedang dilakukan

penyelidikan;

f. Klasifikasi tarif;

g. FaLtor-faktor lainnya yang terbukti relevan.

Akan tetapi, sebagaimana telah diuagkapkan oleh Barral, dalam praktek

yang terjadi di Afrika Selatan ketentuan barang like product tersebul

diklasifikasikan menjadi beberapa ketentuan. meliputils (a) produk kimia, yaitu

suspension PYC, caustic sods, hydrogen peroxfde, insecticides. penicillin, 6PPD

ruhber and indigo ,bl* discharge moterid: (b) baja dan produk baja yaitt: kot

ralled steel plates, stainless steel hollowwore, stainless steel sinks, picks, I*es,

shotels, grinding medin, roller bearings, wire rope. nuts and boks and cable ond

super tension eable; (c) ploduk tekstil, yaitrs acrylic blonkets. acrylic fibre arul bed

tinen; {d} produk kertas. yaitu carbonless copying paper, cat paper. unt.aared *'oorJ-

free paper, *nd puper ltoard; {e) produk lainnya, yaitu circttit breukers, passenger

car lyres, glars micro sphere-r, gcrlic, poultry meat and cheese.

Pemerinteh Indanssia dalam mengantisipasi tuduhan dumping oleh Airika

Selaian hendai;ny-a henar-benar irarus inemahami reriebih dahuiu mengenai

i<etentuan like producl tersebut 'feriebih !agi" ketentuan tike oroduct tersebui

iangsung diklasifikasikan terhadap beberapa jenis barang tertent$.

Setragaimanla tercantum dalam Part A Anti-Dumping kepplctios iADRj

yang berL'unyi:

"Like Prtrdwt ftr€ans:
{il a product which is identicu| i.e. alike in all respects to tlw product rnder

consideration: or

r8 Barral, et *1., Anti-durnping in Erazi!, China. India and South Africa - Rules, Trendg a*d
Causes, {$weden: National Board ofTrade, 2004), hal 55.
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NO Anti- D u ttp ing Ag re emc nt Anti-Du nping Regulation s

l . Ketentuan dalam ADA terdiri dari 17
pasal, yaitu prinsip, penentuan dumping
penenfuan kerugran" pengertian industri
dalam negeri, penyelidikan awal dan
lanjutan, bukti, tindakan sementara.
penyesuaian h-gq pengenaan dan
pengumpulan BMAD, berlaku surut,

Ketentuan dalam ADR terdiri atas 5
bagan yang didalarnnya terdapat 68
Section. Kelima bagran tersebut adalah
definisi; ketentuan umum; prosedur
(umum, pra-inisiasi, tahap pemeriksaan
pendahuluan, fase final investigasi);
review; dan ketentuan penutup.

a1

(b) ttz tlte absence of such a product, another product which, although not alike
in all respects, has cltsracteristics closely resembling those ofihe product
under consideration."

Jika dikaji lebih teliti mengenai apa yang dimaksud dengan identik atau
sama dalam segala hal adalah jika kedua jenis barang yang dalam pembahasan

tersebut adalah kertas memiliki kondisi serta karakteristik yang sama persis dan
tidak ada perbedaan sama sekali. Pengertian tersebut membuat pemahaman tentang
barang sejenis menjadi rumit. Terutama jika dilihat pada kalimat berikutnya yaitu
memiliki karakteristik yang mendekati. Hal tersebut lebih menimbulkan pertanyaan
dan membutuhkan kejelian dari produsens,,g+.pemenntah Indonesia. Sebab belum
tentu jenis barang yang memi!1$. tar e y4nqmendekati tersebut merupakan
jenis barang yang sam4 melgrngat pe-e@ amtu Selatan dalam prakteknya
langsung mengklasifikaskan like proiuct..at; 5:'lenis produk. Sedangkan kata
and/or yang tercantum dalam part ) lnu-prmping Regulation (ADR)__,-_ ___.--r_._D

menimbulkan penafsiran yang tidak jelas, yaitu harus ditafsiikan secara kumulatif
atau altematif. Artinya apakah 2 buah barang dapal dikatakan sama jika keduanya

,1: , :  , : . : ,^: i r : . t  , : ,  ,  
, l

memiliki salah satu, iiatt va"g: kipun berdasarkan ketentuan yang lain
. ::: ' : . : l  

:::::

tidak menyerupai? Sehingga dalam,hal ini pemerintalr Indonesia harus lebih berhat!
hati dalam menangani tuduhan dumping oleh Negara luar.

Berikut ini tabel mengenai gambaran umum perbandingan ketentuan
mengenai anti-dumping yang terdapat pada Anti-Dumping Agreement di VITO dan
Anti-Dumping Regulations di Afrika Selatan, adalah:

Tabel5

Perbandingan ADA dan ADR
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jangka waktu dan tinjauan BMAD dan
penyesuaian hargq pemberitahuan
publik dan penjelasan penentuan,
tinjauan peradilan, dan tindakan anti-
dumping atas nama Negara ketig4
anggota Negara berkembang komite
praktek anti-dumping, konsultasi dan
penyelesaian sengketa" dan ketentuan
akhir.

2. Pengertian dumping menurut ADA
adalah suatu produk dianggap sebagai
dumping, misalkan diperkenalkan dalam
perdagangan di negara lain dengan
kurang dari nilai normalny4 apabila
harga ekspor produk yang diekspor dari
safu Negara ke Negara:,lain'kurang dari
harga pembanding, dalam perdagangan
yang bias4 bagi'produk sejenis tersebut
ketika diperuntukkan konsumsi di
Negara pengekspol..:,-- . . ,

Suatu praktek dumping dikatakan terjadi
ketika harga produk barang yang
diekspor dari Negara luar yang masuk
ke Aftika Selatan atau wilayah SACU
dengan harga yang lebih rendah dari
hmga normal b anng tersebut

a
J. Like product yang,,{imaksud'',ada[ag

produk yang identik dalarn '::semua

aspekny4 atau apabila tidak ada produk
seperti itrl maka produk lain yang
memiliki ciri-ciri mendekati .,salna
dengan produk yang 'dalam,

pertimbangan.

Iike product yaxg dimaksud adalah
produk,jika memiliki kriteria tertentu
yaitu bahan mentah dan bahan dasar
lainnya lang digunakan dalam
memprduksi suatu produk; proses
produksi; karakteristik fisik dan
penampilan dari suatu produk;
penggunaan akhir dari suatu produk; r&e
substitutability dari sebuah produk
dengan produk yang sedang dilakukan
penyelidikaq klasifikasi tarif; serta
faktor-faktor lain yang terbukti relevan.

4. Indikator injury lebih bersifat umumo
yaitu penurunan penjualan potensial dan
aktual; laba; output; pangsa pilsar;
produktivitas; pengembalian investasi;
pemakaian kapasitas; besarnya selisih
dumping; persediaan; tenaga kerja;
upah; pertumbuhan; kemampuan

Indikator rnjury yang digunakan lebih
spesifik dibandingkan ketentuan ADA,
yaitu penindasan harga; depresi harga;
penunrnan volume penjualan; penuru-
nan laba atau kerugian meningkat;
penurunan output; penurunan pangsa
pasqr; penurunan produktivitas; penuru-
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meningkatkan modal atau investasi. nan laba atas investasi; penurunan
kapasitas pemanfaatan; penurunan arus
kas; perubahan petsediaan; p€firrunan
kinerja; penurunan upah; kurang
pertumbuhan dan ketidakmampuan
untuk meningkatkan modal atalu
investasi.

5. Tidak ada pasal khusus yang mengatur
ketentuan mensenai sunset review.

Ketentuan mengenai review diatur
dalam pasal-pasal tersendiri yaitu
mengenai interim reviews, new shipper
reviews, sunset reviews, anti-circum-
vention reviews dan judicial reviews.

6. Permohonan penyelidikan adanya anti-
dumping harus tertulis.

ITAC dapat memulai suatu penyelidikan
anti-dumping tanpa menerima permoho-

@ {Applieatim\ tertulis dari inte re s te d
'paru '

7. Permohonan dianggap telah dibuat oleh
atau atas nama industri dalam negeri

jika didukung oleh produsen d;la*
negeri tersebut '':yang secara .kolektif,
mempunyai output,mewakili lebih'&ri,
50Yo dari total produksi produk sejenis
yang dihasilkan oleh bagnn dari industri
dalam negeri tersebut yang menyatakan
baik yang mendukung atau menolak
terhadap permohonan. Akan tetapi
penyelidikan tidak akan dimulai
manakala produsen dalam negeri yang
menyatakan mendukung permohonan
berjumlah kurang dari 25Yo dari total
produksi produk sejenis yang dihasilkan
industri dalam negeri.

Syarat yang diperlukan untuk
pernrohonan perlindungan anti-dumping
adalah pemohon harus memenuhi
kriteria industry slmding, yait:u at least
25% of the SACU producers by volume
of donrestic production must support the
applicatio4 and of those producers that
express an opinion on the application,
at least 50% by volume of domestic
production must support the
application.

8. Selisih dumping akan dianggap de
minirnis jik,a selisih tersebut kurang dari
ZYo yang dinyatakan dalam persontase
dari harga ekspor. Volume impor
dumping seqra normal dianggap dapat
diabaikan jika volume impor dumping

Morgin dumping akan dianggap sebagai
de minimis jika kurang dafi 2Yo ketika
dinyatakan sebagai persentase dari hmga
ekspor.
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dari Negara tertentu berjumlah kurang
3o/o dan impor produk sejenis di Negara
pengimpor, kecuali jika Negara secara
sendiri-sendiri mempunyai volume
kurang 3Vo dari impor sejenis tersebut
secara kolektif volumenya berjumlah
lebih 7Ya dari impor produk sejenis di
Negara pengimpor.

9. Interested pafties diberikan waktu 30
hari untuk merespon anti-dumping
applications,

Interested parties diberikan waktu 21
hari untuk merespon anti-dumping
applicatiorc.

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat perbedaan yang terdapat antara ADA

dengan ADR" yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing produk Afrika

Selatan di pasaran internasional dan melindungi indushi dalam negeri Afrika

Selatan.le

Dalam praktek yang dilakukan oleh Afrika Selatan, pengenaan impor duty

terhadap produk impor adalah sebesar 0% hingga ZSYo.Tarif yang dikenakan pada

tahun 1992 sampai O"ngan tahun 1994 adalah sebesar 2lYo, yangkemudian telah

mengalami penurunan,pada tahun 1995,sqmpai dengan 1998 adalah menjadi rata-

rata sebesar l6%. Namun ketika pengenaan anti-dumping duty berktsar l5Yo hingga

202Yo, pengenaan tarif yang dilakukan tidak sama dengan yang telah dijadwalkan

semula.2o Bahkan berdasarkan data yang diperolefu hampir 69Yo dan opplicant yang

ada di Afrika Selatan merupakan satu-satunya produsen atas produk yang dihasilkan

di Afrika Selatan. Hal tersebut dapat menimbulkan pertanyaan, apakah pengenaan

anti-dumping terhadap produsen lndonesia maupun produsen Negara lain

sesungguhnya telah menimbulkan kerugian atas praktek monopoli yang secara tidak

langsung dilakukan oleh produsen di Afrika Selatan. Hal tersebut seharusnya lebih

dicermati kembali oleh produsen Indonesia maupun pemerintah Indonesia.

Berangkat dari konsep yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman

mengenai 3 unsur sistem hukunu yaitu struktur, substansi, dan budaya hukunr,

re Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Erry Bundjamin.
'o WTu, Review Kebijakan Perdagangan, Republik Afrika Selatan, (Dokumen WTITPRIS/34)

Geneva, 1998.
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budaya hukum memiliki peran yang penting bagi perlindungan terhadap tuduhan

dumping. Yang dimaksud dengan budaya hukum itu sendiri adalah sikap manusia

terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiraq serta harapannya.

Sebagaimana disebutkan dalam pemikiran Lawrence M. Friedman:

"The legal culture, system their beliefs, values, ifuas ond expctation. Legal
culture refers, tlrcn, to tlnse ports of generol culture customs, opinions, ways
of doing and thinlcjng thot bend social forces to ward from the low and in
particular ways"."'

Jadi dengan demikian, bagian dari budaya umum itulah yang menyangkut

sistem hukum. Pemikiran dan pendapat ini sedikit banyak menjadi penentu jalannya

proses hukum. Dengan kata lairu budaya hukum adalah suatu pemikiran sosial dan

kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau

disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.

Budaya hukum dalam p*ungun* terhadap tuduhan dumping atas komoditi

ekspor asal Indonesia mencakup beberapa aspek, diantaranya pengusaha (produsen),
JT

pemerintah, administrator hukum anti-Jumping, dan budaya masyarakat umum.

Perangkat hukum anti-dumping belum memasyarakat di kalangan dunia

,.frioggu mereka belum banyak mengenal tentang perangkat
:rln" 

di Indonesi4

hukum anti-dumping serta manfaatnya bagi perlindungan usaha mereka.

Ketidaktahuan tersebut dapat terlihat ketika pengusaha lndonesia banyak yang tidak

tahu apa yang harus dilakukan ketika produk ekspor mereka dikenakan bea masuk

anti-dumping di Negara tujuan ekspor. Selain itu, kebingungan yang seringkali

dialami oleh para produsen, yaitt,'.'i+ ,inel9li Cf nC'.tiiduhan dumping, mereka

tidak tahu harus melaporkan hal tersebilt ke.mrma'apakah dilaporkan ke KADI atau

DPP.22

Berdasarkan sudut pandang tersebut dapat terlihat bahwa belum siapnya

pengusaha Indonesia menggunakan perangkat hukum antidumping sebagai sarana

perlindungan usaha mereka. Hal ini dapat dilihat dari perilaku bisnis mereka dalam

memperhitungkan dan menyikapi nolrna dan kaedah hukum anti-dumping dalam

2r Lawrence M. Friedman, American Law an Introduction, (New Yorlg London: W.W. Norton &
Company, 1998), hal 1&20 terdapat dalam Yulianto Syahyq Huhtm Anti Dwnping Di Indonesia,
Arnlisis Dan Panduan Prahis,(Jakarta: Ghalia Indonesia 2004), hal 109.

22 Hasil wawancara dengan Bapak Pejabat Eselon III Direktorat Pengamanan Perdagangan
(DPP) Kementerian Perdagangan.

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., RR. Dyah Lestari Adityas Ningrum, FH UI, 2010.



96

praktek dumping. Oleh karena itu, frekuensi sosialisasi hukum anti-dumping perlu

ditingkatkan di kalangan pengusaha Indonesia.

Jika dilihat dari sisi administrator hukum anti-dumping, sebagai pelaksana

hukum anti-dumping, maka sangat dipengaruhi oleh sistem nilai yang berlaku dalam

masyarakat dimana mereka berad4 baik pada masyarakat Afrika Selatan maupun

masyarakat Indonesia. Administrator hukum anti-dumping di Indonesia merupakan

bagian dari birokrasi, sehingga budaya dari administrator tersebut identik dengan

budaya yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan birokrasi itu sendiri.

Sebagaimana dikemukakan oleh seorang pakar hukum Aji Setiadi, bahwa

hukum anti-dumping merupakan perangkat hukum dagang internasional yang akan

diberlakukan terhadap Negara lain, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dari segi

keahlian dan teknis administratif dengan Negara-negara lain yang lebih maju. Hal

tersebut dibutuhkan proses pembelajaran, selanjutnya tergantung pada kemampuan

dan kemauan administrator dan lembaga terkait.23 Berdasa ketentuan tersebut,

peran serta pemerintah, yang dalam hal ini adalah DPP Kernente,rian Perdagangan

kiranya perlu disesuaikan, memperbaiki serta meningkatkan suatu..cara pandang,

penambahan segi pengetahuan menrgenai regulasi WTO maupun yang berlaku di

Negara yang bersangkutan serta menjalin hubmngan baik denga4 pengusaha dan

asosiasi dagang baik dalam negeri maupun luar negeri.

43.f Kronologis Kasus Tuduhan Dumping Kertas Oteh.Afrika'S"l"tuo

Produk (Jncoated ,Wood'Free White A4 Paper adalah produk yang

banyak dituduh dumping,"satatr satu'Oiantaranya:oleh Afrika Selatan, selain

India Korea Selatan, Malaysi4 Australia" dan Amerika Serikat. Padatanggal2|

Mei 1999, ITAC mengenakan BMAD atas (Jncoated Wood Free Wite A4

Paper kepada PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk., PT. Pabrik Kertas Tjiwi

Kimia Tbk., dan PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills untuk jangka waktu 5

tahun sebesar 12,4-82yo.24 Sengketa antara Indonesia dan Afrika Selatan

bermula pada saat Petisioner Afrika Selatan yaitu Mondi Paper Ltd. dan Sappi

Fine Paper Ltd. mengajukan aplikasi untuk peninjauan kembali (sunset review)

pengeruum BMAD, tepatnya pada tanggal23 November 2003.2s

" Yulianto Syahyu, Op.cit.,hal ll2.
2a Berdasarkan keterangern DPP Kementerian Perdagangan.
" Notice No. 1560 of GovernrnentGazetteNo.24S93. '
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ITAC telah melakukan inisiasi penyelidikan sunset Review of The Anti-

Dumping Duties On Uncooted Wood Free Wite A4 Paper melalui Government

Gazzette Notice 552 pada tanggal 2 Aptil 2004. Dalam inisiasi tersebut

dinyatakan bahwa ITAC telah menemukan bukti awal Qtrima-focie evidence)

bahwa telah terjadi kerugian pada industri domestik akibat masih

berlangsungnya dumping (continuation and/or recurrence of material mlury)

oleh produsen Indonesia.

Ketiga perusahaan Indonesia tersebut telah bertindak kooperatif dan

merespon questionnnire yang dikirimkan oleh ITAC. Pada tanggal 31 Mei 2004,

produsen Indonesia telah menyampaikan jawaban atas questionnaire melalui

DPP, kemudian DPP pada saat yang sama telah menyampaikan submisi kepada

ITAC.

Menanggapi jawaban atas questionnaire dan submisi yang diberikan,

ITAC, dalam hal ini telah melakukan on the spor irnesligation padatanggal26

sampai dengan 27 Juli 2004, dimana ketiga perusahaan tertuduh selama

investigasi didampingi oleh perwakilan staf DPP. secara umum, perusahaan

tertuduh telah bertindak kooperatif sehingga dapat menghindari sanksi atas

Article 6.826 dan Annex ii.727 ADA mengenai penggunium besl information

availab leatau informasi sepihak dari petisiJn;; ;"r* ;;;-;;;;;;;;;;

dilakukan oleh ITAC tersebuto ITAC dapat dinilai telah melakukan kesalahan

terhadap Annex 1.128 dan Annex 1.42s l^ 'tDA yaitu dalam hal tidak memberi

informasi secara jelas kepada pemerintah-'Indonesia,magpun kepada Kedutaan

26 ".411 in eresred parties in anti4umping iweiiguion stutt be given norice of the infttmation
which the authorities require and ample opportunity to present in writing all evidence which they
consifur relevant in respect of the irwestigation in question?'.

' ' *y the authorities hove to base their findings, ircluding those with respect to normal value, on
information from a secondary source, including the information supplied in the application for the
initiation of the iwertigaio4 they should do so with special circumspection. In such cases, the
authorities should" where practicable, check the information from otler independent sources at their
disposal, such os published price lists, fficiol import statistics ond custams returns, and from the
information obtafuedfron other interested parties during the iwestigation. It is clear, however, that if an
interested party does not cooperate and thus relevant information is beingwithheldfrom the authorities,
this sitaation could lead to a resalt which is lessfavourable to the party than if the party did cooperate,,.u "Upon initiation of an iwestigatioi, the authorities i1 ti" expirting member and the firms
known to be concerned should be informed afthe intention to carry out on-the-spot iroestigations,'. 

-
2e "As soon as the agreement of the frms 

"on 
rr*i has been optained, the irwestigeting

authorities should notily the authorities of the exporting member of the names and adfuesses of thefirms
to be visited and the dates agreed'.
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Besar Republik Indonesia (KBRI) Pretoria mengenai jadwal investigasi, tempat

dan komposisi investigator yang berkunjung ke perusahaan Indonesia.

Pada tanggal 2 April2004, ITAC melakukan notifikasi/inisiasi untuk

dilakukan peninjauan kembali. Pada tanggal 17 september 2aa4, Dpp dalam

kasus ini telah melakukan public hearing di Pretoria. Penjelasan terakhir yang

diperoleh dari ITAC melalui KBRI Pretoria adalah bahwa proses penyelidikan

tersebut sesungguhnya sudah selesai dan pihak ITAC melihat tidak terdapat

bukti yang mengindikasikan adanya praktek dumping yang dilakukan produsen

dari Indonesia tersebut. ITAC telah mengeluarkan Essential Fact Letter yang

merekomendasikan kepada Menteri Perdagangan dan Industri Afrika Selatan

agar pengenaan bea masuk anti-dumping terhadap barang dari Indonesia tersebut

dihentikan, dan ITAC meminta PT. Indatr Kiat Pulp and Paper Tbk., pr. pabrik

Kertas Tjiwi Kimia Tbk., dan PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills memberikan

tanggapan terhadap Essential Facts tersebut hingga tanggal I Desember 2004.

Namun keputusan yang dikeluarkan oleh ITAC tersebut ditentang oleh industri

domestik Afrika Selatan yaitu Mondi Paper Ltd. dan Sappi Fine paper Ltd. yang

mengatasnamakan SACU melalui pengadilan.

hoses litigasi yang dilakukan memakan waktu yang lama dan masih

berada di Pengadilan Tinggi Afrika selatan hingga awal tahun 2007. Diharapkan

pada waktu tahun 2007 tersebut telah dapat diumumkan hasil proses litigasi

tersebut. Tetapi pada kenyataan yang tdadi, walaupun penyelidikan telah

berlangsung selama jangka waktu 30 bulan, hingga awal tahun 2007 tersebut

ITAC tetap memungut bea masu! anti-dumping atas produk impor tersebut.

Indonesia (khususnya Pf,.,'Indah, Kiat Pulp and paper Tbk., pr. pabrik

Kertas ljiwi Kimia Tbk., dan PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills) dalam kasus

ini merasa dirugikan dengan tindakan yang dilakukan Afrika Selatan yang masih

terus mengenakan bea masuk antidumping terhadap produk (Jncoated wood

Free vflhite 44 Paper asal Indonesia sejak 29 Mei 1999 hingga awal tahun 2007.

Di lain pihalq otoritas Anti-Dumping Afrika selatan (ITAC) dalam

penyelidikan sunset review pada bulan November 2004, telah

merekomendasikan agar pengenaan bea masuk anti-dumping terhadap Indonesia

segera dihentikan. Akan tetapi rekomendasi dari ITAC tersebut ditentang oleh
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petisioner (industri domestik di Afrika Selatan) dan telah membawa kasus

tersebut ke pngadilan setempat. Hingga awal tahun 20A7, dimanakasus tersebut

telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun, kasus tersebut sama sekali belum

disidangkan. Informasi terakhir yang diperoleh dari Duta Besar Republik

Indonesia di KBRI Pretoria menyatakan bahwa kasus tersebut akan disidangkan

pada akhir bulan Januari 2008, yang semula dijadrvalkan awal Januari2007.

Pada tanggal 3 Oktober 2007, konsultan hukum ACWL (Advisory Center

on WO Law) dalam legal opinion-nya menyatakan bahwa tindakan pengenium

BMAD tersebut tidak sesuai dengan Article 11.330 dan 11.43r dari ADA dan

tindakan tersebut harus dihentikan, kecuali ditemukan bukti-bukti baru yang

menunjukkan akan adanya praktek dumping yang menyebabkan injury bagi

industri domestik di Afrika Selatan. Penyelidikan Sunset Review sebagaimana

diatur dalam Anti-DumpiW ASreery,nt'hanya berlangsung 12 bulan. Hingga

tanggal 3 Oktober 2007,..te'14ft,'14g1empat'puluh) bulan berlalu, terhitung dari

dimulainya penyelidikan suiset review tersebut tanpa ada keputusan akhir dari

otoritas anti-dumping di Afrika Selatan. ACWL menyarankan agar pihak

Indonesia melakrrkan konsultasi in&rmal Qre consuiltationJ-dengan pemerintah

Afrika Selatan..Namun,hal tersbut,tidak jadi dilakukart,-dikarenakan pihak

Afrika Selatan 
-"ooluk 

dengan alasan bahwa pihakr A:fr,ikt,:,Selatan masih

menunggu konfirmasi dari Pretoria.

4.3.2 Anal isaKasu 
' : : : r :  

" : '  
- "

lS : : : : : :  - -  
.  , ,  .  .

Pada dasarnya WTo tidali mel.1ry1g,adanya'praktek dumping32 dan

suatu Negara tidak diwd'i.,b,(d.untuk memiliki suatu ''aturan mengenai anti-

dumping dalam peraturan domestiknya.33,Bsgitu pula terhadap adanya sistem

30 "Nowithstanding the provisiorx of paragraphs I and 2, any definitive anti-dumping duty shall
be terminated on a date not later thanfive years from its imposition (or from the date of tle mast recent
review under paragraph 2 if that review has cwered both dumping and injury, or under this paragraph),
unless the authorities determine, in a review initided before that date on their own initiated before that
date on their own initiative or upon a duty substantiated request mafu by or on behalf of the domestic
industry within a reasonable period of time prior to that date, that the expiry of the duty would be likety to
lead to coatinuation oruecurrence of dumping and injury. The duty moy remain in force pending tlrc
outcome of such a review".

si "77," prwisions oJ Article 6 regarding eviderce and procedure shatl appty to any review
carried out under this article. Any such review shall be carried out expeditiously and shall normally be
concludedwithin l2 months of the date of initiation of the review"

t2 Peter Van Den Bossche, The Lnt' and Policy of the l4torld Trade Organization (Text, Cases
and Material), (New York: Cambridge University Press, 2005), hal 514-516.

33 lbid, har 516.
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untuk melakukan penyelidikan dumping dan juga pembebanan tindakan anti-

dumping. Afrika Selatan dalam hal ini, telah mengadopsi ketentuan ADA dan

memiliki aturan mengenai anti{umping dalam peraturan domestiknya yang

disebut Ant i - Dumping Re gulat ions (ADR).

Ketentuan mengenai antidumping di Afrika Selatan diatur lebih rinci

dibandingkan ketentuan ADA. Hal tersebut dimaksudkan untuk lebih

melindungi kepentingan negaftmya, termasuk di dalamnya kepentingan industri

SACU.

Negara Afrika Selatan melalui ITAC telah mengenakan BMAD kepada

produsen Indonesia atas produk Urrcooted Wood Free White A4 Paper kepada

produsen asal Indonesi4 yaitu PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk., Pf. Pabrik

Kertas Tjiwi Kimia Tbk., dan PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills yang

dianggap telah mengakibatkan injury bagi godusen dalam negeri Afrika Selatan

dan industri SACU, te,rW4.nqq,atils MqndiPaperLtd. dan Sappi Fine Paper Ltd.

Industri dalam negeri yang dimaksudkan pada ADR adalah industri

dalam negeri yang menuniuk.pada produsen dalam negeri produk sejenis secara

keseluruhan atlq,,nereka.yung mempunyai ouQtut secara kolektif mewakili

sebagian besar dari total produksi dalam negeri produk tersebu! yaitu produk

Uncoated Wood Free White A4 Paper. Selain hal tersebut, Afrika Selatan juga

telah mengadopsi,,Article 4.13a dan 4.33s ADA yang menyatakan dimana 2
:  . . . .  .  : : .  :

negara atau lebih telah mencapai ketenwar: paragraph 8(a) Article X)OV GATT

1994 maka tingkat integrasi yang demikian mempunyai ciri-ciri sahr" pasar yang

satu, indusffi di semua daerah integrasi akan diambil menjadi industri dalam

negeri.

ADA memperbolehkan pihak berwenang untuk membagi pasar dalam

wilayah teritorialnya ke dalam 2 atau lebih wilayah pasar yang kompetiti{ dan

para produsen dari masing-masing wilayah pasar tersebut dianggap sebagai

to "For the purposes of this agreement, the term domestic indtntry shall be interpreted as
refening to the domestic producers as a whole of the like products or to those of them whose collective
output of tle pro&rcts constitules o tnajor proportion of the total domestic production of those prodrcts,
except that: ..."

" "Were two or more countries hwe reached under the provisions of paragraph 8(a) of Article
XXIV of GATT 1994 such a level of integration thu they fuwe the characteristics of single, unified
marlcet, the industry in the entire area of integration shall be taken to be the domestic industry refened to
in paragraph 1."
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industri dalam negeri tersendiri yang terpisah dengan yang lainnya. Pembagian

seperti ini disebut dengan pembagian secara regional dan para produsen di

masing-masing wilayah pasar tersebut disebut sebagai industri regional.

Pembagian industri regional tersebut hanya diperbolehkan apabila:36

a. Seluruh produsen dalam wilayah pasar tersebut menjual seluruh atau hampir

seluruh produksinya di pasar yang bersangkutan;

b. Permintaan di pasar tersebut, sampai tingkat tertentu yang substansial, tidak

dipenuhi oleh produsen dari wilayah lain.

Kesatuan wilayah Afrika Selatan yang dimaksud berdasarkan Article 4.1

dan 4.3 ADA tersebut adalah kesatuan wilayah SACU yang terdiri dari Afrika

Selatan, Botswan4 Namibia, Zimbabwe, dan Swaziland. Kesatuan wilayah

SACU tersebut dapat digolongkan ke dalam Regional Trade Agreement (RTA)

dimana mereka mengadakan kesepakatan berdasarkan wilayah regional mereka,

yaitu wilayah Afrika meskipun tidak seluruh Negara di benua Afrika menjadi

anggota SACU. Dalam prakteknya. berdasarkan kesepakatan antara Negara

anggota SACU, SACU' menghubungkan Negara anggota. dengan tarif tunggal

dan tidak dikenakan'bsa masuk diantara Negara anggotiSACU. Negara anggota

SACU membentuk wilayah pabean dimana tarif dan hambatan lainnya

dieliminasi pada seluruh perdagangan secara substansial untuk produk yang

berasal dari Negara anggota" dan adanya tarif eksternal umum yang

diberlakukan untuk Negara diluar anggota SACU.

Ketentuan mengenai tarif dan pengertian indristri dalam negeri yang

dimaksudkan dalam ADR, sesungguhnya telah mengakibatkan kerugian bagi

para eksportir yang mengekspor'kornoditi ke'wilayah Afrika Selatan. Cakupan

industri domestik yang seharusnya hanya Afrika Selatan, pada akhirnya juga

mencakup wilayah SACU, dimana jika terjadi suatu kemungkinan komoditi

ekspor ke Afrika Selatan sesungguhnya tidak merugikan produsen Afrika

Selatan, tetapi dalam hal ini komoditi tersebut merugikan produsen SACU, maka

hal tersebut akan sangat merugikan produsen yang mengekspor komoditi ke

Afrika Selatan, mengingat wilayah lain dari benua Afrika belum mengalami

kemajuan seperti Afrika Selatan. Pada akhirnya hal tersebut secara tidak

36 Keith Steele, Anti-Dump@ (Jnder The I{TO: A Comparative Review, (London: Kluwer Law
Intemational-The Hague-Boston and Intemational Bar Association, 1996), hal 80.
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langsung dapat mengakibatkan eksportir yang mengekspor komoditi ke Afrika

Selatan tersebut dikenakan tuduhan dumping. Sebab penghitungan margin

dumping didasarkan pada iriury dan harga produksi tidak hanya di Afrika

Selatan saja. Padahal jika ditelaah lebih dalam, jika Negara anggota SACU di

luar Afrika Selatan melakukan impor atas suatu barang, barang yang diimpor

tersebut sangat rentan terhadap tuduhan dumping.

Disamping itu dikenal adanyatarif ekstenal umum,37 yang diberlakukan

untuk Negara di luar SACU, dan adanya pengeliminasian tarif8 dan hambatan

lainnya bagi anggota SACU, yang jelas sangat merugikan. Serta adanya

perjanjian tanf antarc Afrika Selatan dengan Uni Eropa yang mengenakan tarif

lebih rendah dari tarif normal yang dikenakan pada Negara di luar Uni Erop4

termasuk bagi Indonesia. Ketentuan.te:sebut sesungguhnya telah melanggar

ketentuan Most Favourite Nalions OrtrNl) meskipun perjanjian tersebut

diperbolehkan oleh WTO sebagaimana tercantum dalam Article )O(V:4 GATT

lgg43s, dan secara tidak iangsung dapat menjadi borierterhadap Negara di luar

Afrika Selatan dan SACU.

Pada kasuC..yang telah disebutkan sebelumny4 pada tanggal 25 Mei

1999, ITAC .engenakan BMAD atas (Jrrcoated Wood Free White A4 Paper

kepada PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk., Frf. Pabrik Kertas ljiwi Kimia

Tbk., dan PT. Pindo Deli Pulp and Paper Milts untuk jangka'waktu 5 tahun

tt Tarif yang dikenakan adalt*,,2W/o pada tahun 1994, saat ini tarif yang dikenakan adalah 7o/,
pada tahun 2002. "Back€round Note: South Africa", <http://wwi.slate.gov/r/pa/ei/bgtt/2898.htm>,
diakses tanggal 2 Mei 2010.

38--Pada umumnya hambatan'dalam:'arus perdagangan, menurut Aji Setiadi, ada dua macam,
yaitu hambatan yang bersifat tarirf (tarif barrier) dan hambatan yang bersifat non tarif (non tariff
funiers). Hamfutan yang bersifat tarif (tariff banier| merupkan hambtan terbadap terhadap wus
barang ke dalam suatu negara yang disebabkan oleh diberlakukannya tarif bea masuk dan tarif lainnya
yang tinggi oleh suatu negara terhadap suatu barang, yang mengakibatkan harga jual barang tersebut di
negara tujuan menjadi sangat mahal, sehingga menjadi tidak kompetitif dibandingkan dengan barang
sejenis lain yang diproduksi dalam negeri negara tujuan. Sedangkan yang dimaksud dengan hambatan
yang bersifat non tarif (non tarifl barriers) merupakan hambatan terhadap arus barang ke dalam suatu

' negara yang disebabkan oleh tindakan-tindakan selain penerapan pengenaan tarif atas suatu barang.
Hambatan yang bersifat tarif {trvilf borier) tersebut akan menimbulkan salah satu dampak yaitu
terjadinya pemberlakuan diskriminasi harga oleh pasar domestik negara eksportir dan pasar asing negara
impotir- Terjadinya pemberlakuan diskriminasi harga" misalnya pemberlakuan harga lebih rendah
terhadap barang-barang ekspor yang dijual ke pasaran asing negara pengimpor, dibandingkan dengan
harga normal yang diberlakukan di pasaran domestik negara pengekspor merupakan bentuk dasar praktek
dumping.

3e KThe members recognize the desirability ofincreasingfreedom oftrade by the development,
through voluntary agreements, of closer integration between the economies of the countries parties to
strch agreements".Yan den Bossche, Op.cit., hal 650-
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sebesar l2,4yo-82yo, dengan besaran PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. sebesar

9,3o/o, PT. Pabrik Kertas'Ijiwi Kimia Tbk. sebesar 70%o, dan PT. Pindo Deli

Pulp and Paper Mills sebesar 10,3o/o.oo Sebelu- jangka waktu pengenaan

BMAD tersebut selesai, Petisioner Afrika Selatan yaitu Mondi Paper Ltd. dan

Sappi Fine Paper Ltd. telah melakukan ketentuan yang benar yaitu mengajukan

permohonan aplikasi untuk peninjauan kembali (sunset review) pengenaan

BMAD, tepatnya pada tanggal 28 November 2003.

Berdasarkan pengertian dumping yang telah dikemukakan sebelumny4

terdapat beberapa alasan yang seharusnya diperhatikan terlebih dahulu mengapa

suatu perusahaan menetapkan harga yang berbeda dalam 2 pasr yang berbeda.

Alasan tersebut adalah:ar

a. Ketika sebuah perusahaan yang memegang kekuasaan pasar dalam Negara

pengekspor memasuki . pasar, 'baru,,, yang memungkinkan untuk

mernpertahankan harga yang rendah dalam pasar yang baru dan bersaing

dalam level yangmasihmenguntungkan tanpa ada keinginan untuk mengusir

persaingan dalam pasar baru itu; :
b. Dalam rangka mendapatkan neraca ekonomi dengan alasan promosi atau

mengetes produksi'baru pada saat pengeluaran meningka! potongan harga

mungkin dapat terjadi hanya dalam pasar kedua;

c. Dalam masa yang sulit atau akibat pelanggaan, pemimpin perusahaan yang

menguasai dalam 2 pasa4 mungkin dapat menurunkan harga barang dalam

salah satu pasar-jika'harga t€Teqrt diatur (oleh para produsen atau

pemerintah) dalam salah Satu pasar tersebut;

d. Kemungkinan berupa kejahatan internasional atau permainan mafia kertas.a2

Sebuah perusahaan yang memiliki kekuasaan pasar bisa saja menggunakan

diskriminasi harga dengan menerapkan harga rendah pada suatu pasar

dengan keuntungan dari pasar dalam harga tinggi, dengan maksud

40 Anti-dumping items 210.02/4802.57101.06, 210.02/4802.57102.06, 210.02t4802.57103.06,
210.02/48A2-57/A4.06 and2IO.O2/4802.57/A5.A6 where it appears in Governrnent Notice Na. R. 1040 of
Gover nme nt G azette No. 23 69 1 date d 2 Ausust 2002.

ot Gabrielle Marceau, Anti-Dumling and Anti-Trust Issues in Free-Trade Areas, (Oxford:
Clarendon Press, 1994), hal 12-13-

4 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Erry Buirdjamin.
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menghilangkan persaingan dalam pasar harga rendah dan ada kemungkinan

mengambil keuntungan dari monopoli di pasar tersebut.

Meskipun bertentangan dengan ketentuan perdagangan internasional,

namun dalam praktekny4 menjual dengan harga di bawah biaya produksi (di

bawah harga normal) tetap dilakukan oleh beberapa pengusaha dengan alasan

yang berbeda-bed4 antara lain adalah:43

a. Untuk uji coba dan promosi dari produk baru, dapat dibenarkan penjualan

dengan harga dibawah biaya total rata-rata dan bahkan dibawah biaya

marginal sekalipun dalam periode waktu tertentu;

b. Karena kondisi pasar yang sedang tertekan atau mungkin terdapat kapasitas

yang terlalu besar, sehingga walaupun kemudian perusahaan dengan biaya

yang tetap tinggi akan tetap menjual d-i.,barvah total biaya produksi rata-rata

untuk menimbulkan kerugian;

c. Suatu perusahaan yang bersaing untuk memasuki pasar baru biasanya
. .1

bersedia menangguhkan keuntungan untuk sementara waktu hingga

produknya dikenal oleh konsumen, dengan asumsi bahwa dalam waktu dekat

. : :_. : : .a: . : :a.  - . r , .

d. Perusahaan yang lebih menginginkan penjualan maksimum daripada

keuntungan tanpa bermaksud untuk menghilangkan pesaingnya. Namun,

dilihat dari sisi perusahaan pesaing, hal tersebut dapat memberatkan

mengingat output yang berlebih akan menekan harg4 meskipun

menguntungkan konsumen selama situasi tersebut tidak berubah menjadi

pemangsaanl -' ,::r: rrr'r r r , -

e. Ketidakpastian tentang pasar'"b4nl.':aktrn fiembuat produsen memufuskan

hargajual dalam kontrak sebelum biaya ekspor benar-benar diketahui;

f. Kemungkinan adanya niat pemangsaan unfuk tujuan menguasai pasar

(monopoli).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, sesungguhnya tidak secara

keseluruhan suatu praktek dumping dapat menimbulkan pemangsaan yang

bertujuan untuk monopoli dan tidak selalu menimbulkan kerugian jangka

pendek.

o' Gabrielle Marceau, Op.cit.,hal 14.
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Setelah dikenakan BMAD terhadap produsen Indonesia yang dituduh

melakukan praktek dumping, pengajuan BMAD dan sunset review tersebut telah

sesuai dengan ketentuan ADA dan ADR. Ketentuan mengenai jangka waktu

pengenaan BMAD tersebut berdasarkan Article 11.3 ADA44 adalah bahwa setiap

bea masuk anti-dumping akan diakhiri pada tanggal tidak lebih dari 5 tahun

sejak dikenakannya. Serta tidak melanggar ketentuan yang tercantum dalam

Section 53.145 dan 54.1 ADR46 yaitu bea masuk anti-dumping dikenakan selama

jangka waktu 5 tahun dari waktu yang telah ditetapkan, kecuali jika awal sunset

review harus diumumkan pada Government Gozette 6 bulan sebelum pengenaan

bea masuk anti-dumping, maka pengenaan bea masuk akan efektif untuk jangka

waktu5tahun6bulan.

Peran DPP yang seharusnya dilakukan pada tahap pemberitahuan kepada

interested parties (notifikasi) tersebut adalah memberitahukan akan adanya

tuduhan dumping kepada perusahaan yang dituduh; mengundang perusahaan

tertuduh untuk membicarakan langkah yang akan diambil dalam menghadapi

tuduhan dumping; mengumpulkan bahan serta informasi yang berkaitan dengan

tuduhan dumping yaitu data ekspor dari BPS dan data impor dari Lembaga

Statistik Negara::.Penuduhl'rr1nsrnpslajari, peraturen anti;.diimping Negara

penuduh; melakukan koordinasi dengan unit pembina industri dan berupaya

memperoleh namat'perusahaan',,Indonesia' y-ang memprodtiksi barang yang

dituduh dumping tersebut."'

Namun demikian, dalanq praktek jang.terjadi.adalah DPP baru bergerak

setelah mendapatkan laporan dari perusahaan tertuduh bahwa produk yang telah

mereka produksi dituduh dumping di luar negeri. Setelah mendapat laporan

tersebut DPP segera mengumpulkan data statistik dan mempelajari peraturan

anti-dumping di Negara penuduh. Akan tetapi, terdapat keanehan pada angka

* *Notwitltstanding the provisions of paragraphs I and 2, any fufinitive anti-dumping duty
shall be terminated on a date not later thanfive yearsfrom its inposition ..."

4s *Anti-dumping duties shall remain in place for a period not exceeding 5 years from the
imposition or the last review thereof'-

6 "A notice indicating that an anti-dumping duty will lapse on a specific date unless a sunset
review is initiated slmll be publislrcd in tlte Gwermnent G(Eette approximately 6 months prior to the
lapse of srch anti-dumping duS' -a7 Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP) Direklorat Jenderal Kerjasama Perdagangan
Internasional Kementerian Perdagangan, "Makalah Strategi Menghadapi Tuduhan Dumping", (Makalah
disampaikan pada seminar penanganan tuduhan dumping), Medan, l4-15 Juni 2006, hal 16.
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statistik ekspor. Pada kasus Afrika Selatan, ekspor kertas terus mengalami

kenaikan meskipun Sinar Mas Group sedang mengalami tuduhan dumping.

Setelah dilakukan klarifikasi pada perusahaan tertuduh, angka ekspor dari

perusahaan tersebut adalah nihil. Terjadi kenaikan ekspor tersebut dikarenakan

perbedaan HS antara kedua Negara sehingga menimbulkan kerancuan data.as

Seharusnya peran pemerintah dalam hal ini lebih jeli dalam menyikapi

perbedaan datayangterjadi, sebab dapat menimbulkan kerancuan data.

Setelah dokumen yang diberikan oleh petisioner telah memenuhi

persyaratan, maka ITAC akan segera melakukan inisiasi penyelidikan Sunset

Review Of The Anti-Dumping Duties On Uncosled Wood Free White A4 Paper

yang diumumkan melalui Government Gazzette Notice 552 pada tanggal 2 April

2AA4. Dalam inisiasi tersebut dinyatak+n bahwa ITAC telah menemukan bukti

awal Qtrima-facie evidence) bahwa telah terjadi kerugian pada industri domestik

akibat masih berlangsungnya dumping oleh produsen lndonesia.

Bukli awal masih berlangsungnya dumping didasarkan pada perbedaan

antara normal value dan harga ekspox. Normal value yang digunakan adalah

berdasarkan informasi yang diperoleh applicont, serta harga ekspor dari

Indonesia yang didasarkan pada statistik ekspor di Negara lain yaitu perbedaan

harga di Negara ketiga.ae Sedangkan para applicant mengindikasikan bahwa

setelah berakhirnya pengenaan BMAD pada produsen lrdonesi4 maka mereka
. .  - :

akan mengalami injury berupa penurunan'penjualan, penurunan pada profit

margin, penurunan pada riturn of irwestmenl, sertapangsa pasar para applicant

akan mengalami penurunan..,lqgfil€, barang yang,,'diimpor akan mengalami

kenaikan akibat telah dihapuskanriya BMAD.so

Sinar Mas Group (Indah Kiat, Pindo Deli, dan Tjiwi Kimia) telah

bertindak kooperatif sesuai prosedur yang ada dan merespon questionrnire yang

dikirimkan, serta kemudian menyampaikan submisi kepada ITAC melalui DPP.

Jawaban atas questionnaire yang diberikan kepada ITAC, ditanggapi dengan

melakukan on the spot investigation pada tanggal 26 sampai dengan 2l Juli

a8 Hasil wawancara dengan Bapak Pejabat Eselon III Direktorat Pengamanan Perdagangan
(DPP) Kementerian Perdagangan.

on Government Gazzette Notice 552,ha12.
5l roia.
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sl "Ail interested parties in anti4umping iwestigdion stutt be given notice of tbe i4fumation
which the authorities require and ample opportunity to present in wiiting all evidence which theyconsider relevant in respect of the iwestigation in qttestiorf, .

"' "If the authorities hove to base their findings, including those with respect to normal value, oninformation from a secondory source, including the informatiin supplied in the apptication jor rheinitiation of the investigation, they should do so wiih special ciiiumspection. In such cqses, theauthorities should where practicable, check the informaiin from otir independent sources at theirdispasal, such as published price lists, fficial inport statifics and customs returr', and from theinformation obtainedfrom other interested parties diring-the iwestigation. It is clear, however, that if aninterested party does not cooperde and thus relevant informaion ii teag withhetdftom the authorities,
this situation could lead to a reyuh which is tessfauourible to the party tliln if the pirty did cooperate,,.

"tJpon initiation of an investigatioi, the authorities oi ,i, iipontng member and the firmslvtown to be carrcerned.should be informect af the intention to carry out on-the-spZt iwestigations,,. 
r

54 "As soon at the agreement of the 1ftrms concernei n^ uin optained, the investigaring
authorities should notfu the authorities o1f the exporting member of the names-and addresses oJ thiTrmsto be visited and the dates agreed,.
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2004. DPP dalam hal ini telah bertindak benar, yaitu dengan membantu cara
pengisian questionnaire; mengingatkan perusah:um untuk meminta perpanjangan
waktu pengisian; serta memberikan cara perhitungan margin dumping
perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, Sinar Mas Group selaku
produsen Indonesia telah melakukan tindakan yang tepat dan kooperatif
berdasarkan Article 6.851 dan Annex ii.7s2 ADA mengenai pengganaan best
information available atau informasi sepihak dari petisioner, yaitu dengan
menyediakan informasi yang dibutuhkan dan tidak menghalangi penyelidikan
yang dilakukan oleh ITAC.

Namun dalam investigasi yang dilakukan oleh ITAC tersebut,
berdasarkan informasi yang diperoleh dari DpB ITAC dapat dinilai telah
melakukan kesalahan terhadap Annex I.r53 dan Annex I.451 ADA yaitu dalam
hal tidak memberi infomrasi secara jelas-kepada pemerintah Indonesia maupun
kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) pretoria mengenaijadwal
investigasi, tempat dan komposisi investigator yang berkunjung ke perusahaan
Indonesia. .

Pada tanggal'17 September 2004, sesuai dengan proscdur dumping, Dpp
mengikuti heming terhadap petisioner. Berdasarkan fakta yang ada serta
informasi yang tersedi4 pada akhimya ITAC mengakui tidak terbukti adanya
injury pada produsen domestik dan akan segera menghentikan penarikan
BMAD. Pada tanggal-16 November 2004, ITAC mengeluarkan Essential Facts
dan memberitahukan kepada .sMG bahwa BMAD akan dihentikan, serta
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meminta SMG memberikan tanggapan terhadap Essential Facts dengan jangka

waktu hingga tanggal 1 Desember 2004, yang kemudian diperpanjang hingga

tanggal 7 Desember 2004, dan meminta untuk memberikan beberapa informasi

yang bersifat rahasia.

Meski produsen SMG tidak terbukti mengakibatkan adanya injury pada

industri domestik di Afrika Selatan, hingga awal bulan Mei tahun 2005, Afrika

Selatan tetap mengenakan BMAD atas produk uncoated wood free white A4

paper asal Indonesia yang diekspor ke Afrika Selatan. Hingga pada tanggal 9

Mei 2005, pengacara SMG mengingatkan kepada Afrika Selatan melalui ITAC,

bahwa ketentuan sunset review berdasarkan ketentuan ADA adalah 12 bulan.

Tetapi hal tersebut kurang mendapat tanggapan dari pihak Afrika Selatan.

Dalam hal ini, SMG bersarya, dengan DPP telah beberapa kali

memberikan peringatan kepada Afrika Selatan melalui ITAC bahwa telah

melanggar ketentuan sunset review. Pstision€r dalmr kasus ini mengajukan

keberatan penghentian BMAD kepada pengadilan tinggi Afrika Selatan.

Tindakan ]ang: dilakukan 6lsft. petisioner sezungguhnya tidak menyalahi

ketentuan dalam ITA Act yang menyatakan bahwa seseoftrng (industri domestik)

yang telah mernperoleh rekomendasi dan keputusan dari ITAC, dapat

mengajukan permohonan kepada pengadilan tinggi (High Court) untuk melihat

kembali hasil rekomendasi dan keputusan sementara dan/atau keputusan final

dari ITAC tersebut.ss Tetapi tidak menutup kemungkinan, ITAC akan menolak

pengajuan permohonan sidang tersebut jika akan menghalangi keputusan frnal.

Pengajuan permohonan sidang tersebut tidak akan melebihi 60 hari, dan waktu

sidang itu sendiri tidak melebihi jangka waktu 90 hari.

Akan tetapi, dalam praktek yang terjadi, sidang tersebut telah berjalan

hingga melebihi jangka waktu 90 hari. Hal tenebut mengindikasikan bahwa

sesungguhnya petisioner tersebut telah melanggar aturan yang berlaku di Negara

mereka.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh narasumber,

sesungguhnya terdapat keanehan pada sidang di pengadilan tinggi Afrika

Selatan tersebut. Injury yang sesungguhnya tidak terbukti tetap diajukan oleh

tt ITA Act, Section 46 (l) danArticle 13 ADA.
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petisioner. Seakan-akan dalam kasus tersebut petisioner turut menikmati

sementara waktu atas keuntungan yang diperoleh terhadap pengenaan BMAD

atas produk kertas asal Indonesia tersebut. Sebab dengan harga jual yang lebih

tinggi dibandingkan produksi domestilq maka pasar domestik Afrika Selatan

akan lebih memilih produksi domestik yang memiliki harga lebih murah.56

Sesungguhnya Afrika Selatan secara jelas telah melanggar ketentuan

Article 11.3 dan 11.4 ADA mengenai tindakan pengenaan BMAD, sebab

tindakan tersebut tidak sah dan harus segera dihentikan, kecuali ditemukan

buktibukti baru yang menunjukkan akan adanya praktek dumping yang

menyebabkan rnjury bagi industri dalam negeri di Afrika Selatan. Penyelidikan

sunset review sebagaimana diatur dalam Anti-Dumping Agreement hanya

berlangsung 12 bulan. Tetapi dalam nlal<tek yang terjadi hingga tanggal 3

Oktober 2007,telah 40 (empat puluh) bula berlalu, terhitung dari dimulainya

penyelidikan sunset revtew tersebut tanpa keputusan akhir dari otoritas anti-

dumping di Afrika Selatan. ,

Menurut ketentuan yang ada dalam CATT, keputusan tentang BMAD

dapat disanggfi oleh suatu Nbgara atasnama perusahaan eksportir kepada:57

a. The Committee,on Anti'htmping Practices bila kedua belah pihalq Negara

pengimpor dan pengekspor merupakan Negara anggota GATT Codes.

b. The General', Council, sesuai dengan ketentuan tentang penyelesaian

sengketa GATT, khusustya Article' )Oilil (Nullification or Impairment) jika

kedua belah pihak,ataU'salah. satu pihak bukan penandatan gan anti-dumping

code.

Apabila terjadi kasus tuduhan dumping dimana Negara yang terkena

tuduh bukan Negara penandatangan anti-dumptng code, maka persoalan ini

dapat dibawa ke GATT Courrcil of Representatives yang bersidang hampir sekali

sebulan atau paling sedikit 9 kali dalam setahun.58 Hal ini dapat dilakukan

setelah Negara-negarc yang terlibat, berdasarkan GATT Article XXII: 1

tu Hasil wawancara dengan Bapak Pejabat Eselon III Direktorat Pengamanan Perdagangan
(DPP) Kementerian Perdagangan :

s7 Article 16 Anti-dumping Code (1994)
58 Christhoporus Barutu, SH., MH., 'Dumping Dalam Perdagangan Internasional Dan Meka-

nisme Penyelesaian Sengketa Dumping Melalui World Trade Organization", Jurnal Hukum Internasional
(tndonesian Journal of International Law), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Lembaga Pengkajian
Hukurn Internasional, Volume 4, Nomor 2, (Jakarta: Januari, 2007),hal 389.
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(consultation), dengan mengajukan permintaan kepada council unfuk

mengadakan konsultasi dengan Negara lain yang bersangkutan.

Indonesia dalam kasus ini, melalui DPP telah melakukan konsultasi

informal dengan pejabat bidang perdagangan Kedutaan Besar Afrika Selatan di

Jakarta. Dalam konsultasi informal tersebut DPP menyampaikan corrcern

pemerintah Indonesia agar pemerintah Afrika Selatan (yaitu pengadilan tinggi

Afrika Selatan) segera menyelesaikan hasil penyelidikan Sunset Review terhadap

produk kertas urrcoated wood free white A4 paper asal Indonesia dan

menghentikan pengenaan BMAD-nya. Namun demikian, konsultasi informal

yang dilakukan antara Indonesia dan Afrika Selatan tersebut tidak mencapai

suatu kesepakatan.

Indonesia mengajukan kasus t9,r.q,9,!ut untuk dibahas dalam panel Dispute

Settlement Body pSB) WTO. Sesuai dengan ketentuan GATT, dimana jika

terjadi kasus tuduhan dumping, maka berdasarkan GATT Article )OflI: I: :

mengadakan konsultasi dengan Negara lain yang bersangkutan, yang dalam hal

ini adalah Afrika Seiatan. Konsultasi bilateral tersebut pada akhirnya

menemukan titik temu diantara kedua belah pihak. Pada akhirny4 ITAC

mengumumkan dihentikannya pengenaan BMAD terhadap produk kertas dari

Indonesia tersebut pada Government Gazette Nomor 31123. Penghentian

BMAD dimaksud berlaku surut sejak tanggal 27 November 2003.

Dengan dihentikannya pengenaan BMAD ini berarti terbuka kembali

peluang pasar produk (Jncoated Woodfree White A4 Paper di Afrika Selatan.

Peluang ini kiranya dapat dimanfaatkan sebait baiknya oleh produsen/eksportir

Uncoated Woodfree White A4 Paper asal Indonesia.

Mengingat tuduhan dumping, baik terbukti benar atau tidalg akan tetap

memberi dampak yang sangat besar terhadap laju pertumbuhan industri produk

yang bersangkutan, perlu kiranya dipahami secara lebih mendalam oleh seluruh

pihak agar tidak menimbulkan kerugian industri nasional.

Dalam permasalahan tuduhan dumping tersebut selain peftm pemerintah,

seharusnya produsen Indonesia dapat lebih memahami secara seksama ketenfuan

anti-dumping di negara penuduh. Selain itu, hendaknya dapat memahami tsknik
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dan metode dalam mengisi kuesioner secara benar serta mengirimkannya kepada

pejabat berwenang di negara pengimpor tepat pada waktunya dan memberikan

kerjasama yang baik kepada tim penyidik negara pengimpor yang mencari fakta

di lapangan. Produsen Indonesia juga diharapkan dapat melakukan koordinasi

dalam asosiasi produk yang bersangkutan dan mendapatkan berbagai informasi

dari instansi terkait. Serta bilamana kondisi memungkinkan, menggunakan

tenaga konsultan hukum (lawyer) yang ahli di bidang anti-dumping,

sebagaimanayangtelah dilakukan oleh Sinar Mas Group.

Namun demikian diharapkan agar produser/eksportir produk Uncoated

W'oodfree White A4 Paper Indonesia harus lebih berhati-hati di masa yang akan

datang dalam menjalankan kegiatan ekspor agar tidak terjadi lagi tuduhan

dumping. Patut untuk dicermati jika terjadi peningkatan jumlah ekspor dan

terbukti menjuaUmengekspor produk tersebut di bawah harga normal (dumping),

maka suatu saat induslri'dal4q n€g€$ di Afrika Selatan dapat kembali

mengajukan petisi penyelidikan antidumping terhadap fuldonesia.

4.3.3 Penerapan Aturan GATrI Dalam Tuduhan Dumping Kertas

Ekspor kertas yang dilakukan oleh Indonesia ke Afrika Selatan pada

kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah 16,3630/o dari total

keseluruhan komoditi ekspor yang bernilai 128 miliar dollar AS.5e

Harga ekspor kertas Indonesia yang relatif lebih murah dibandingkan

Negara lain, dikarenakan lndonesia menggunakan harga Free On Board(FoB)uo

dan ketergantungan terhadap komoditi ekspor Indonesia khususnya kertas,

dengan sendirinya tehh ;erugikan industri dalam negeri Afrika Selatan serta

produsen SACU terutama produk Uncoated Woodfree White 44 Paper yang

mengakibatkan produsen kertas Indonesia yaitu SMG dituduh melakukan

praktek dumping.

Praktek dumping pada dasarnya merupakan praktek dagang yang tidak

foir, karena bagi negara pengimpor, yaitu dalam hal ini Afrika Selatan, praktek

dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang

sejenis dalam negeri, dengan terjadinya banjir barang-barang dari pengekspor

tn Nilai total ekspor berdasarkan data keseluruhan hingga November 2008.
60 Hasil wawancara dengan Bapak Martua Sihombing, Inspektur II Inspektorat Jencleral, mantan

Direktur Direktorat Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdalangan.
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yang harganya jauh lebih murah daripada barang dalam negeri akan

mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing, sehingga pada akhirnya akan

mematikan pasar barang sejenis dalam negeri, yang diikuti munculnya dampak

ikutannya seperti pemutusan hubungan kerja massal, pengganguran, dan

bangkrutnya indushi barang sejenis dalam negeri.

Sebagai dampak dari adanya kemgian tersebut, maka Departemen

Perdagangan dan Perindustrian Afrika Selatan melakukan investigasi adanya

praktek dumping dengan didasarkan ketentuan yang tercant:vm pada Anti-

Dumping Agreement dan Anti-Dumping Regulations. BMAD yang dikenakan

kepada Indonesia selama kurun waktu tahun 1999 sampai dengan tahun 2004

adalah sebesar 12,4-82Yo yang terdiri dari PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk.

sebesar 9,3Yo; PT. Pindo Deli Pulp and.,P..': r Mills sebesar 10,3o/o; PT. Pabrik

Kertas 'ljiwi Kimia Tbk. sebesar 70o/o.6t Dikarenakan petisioner menganggap

masih perlunya dilakukan penarikan BMAD kembali yang disebabkan masih

terdapat indikator kerugian bagr industri domestik Afrika Selatan, maka

petisioner mengajukan sunsel review atas BMAD tersebut.

Implementation of Articlz Vl GATT lgg4 Pasal I memberikan kriteria

bahwa pada prinsipnya durnping yang dilarang oleh GATT adalah dumping
: :  

.  
: ,  

j : . .

yang menimbulkai:*eryian materil,.bagi indushi yang slldal,l berdiri maupun

telah menimbulkan kerugian terhadap hambatan pendirian industri domestik.
a

Berdasarkan kasus yang terjadi. penerapan aturan Article Vl GATT adalah

sebagai berikut: -,,,.' , 
'.t' ' ' .

a. Penentuan dumping. Ketentuan tentang dumping pada prinsipnya adalah

apabila suatu produk dianggap suatu dumping. Terhadap hal ini dimana

Sinar Mas Group telah memenuhi ketentuan dalam ADA mengingat

komoditi kertas diekspor dengan harga Free On Board, yang mengakibatkan

harga komoditi kertas tersebut dijual dibawah harga normal yaitu under tariff

subhe ading 4 80 2. 5 6. 9 I 0;62

6t Anti-dumping items 210.02/4802.571U.A6, 210.02/4802.57/02.06, 210.02/480257103.06,
210.02/4802.57/04.06 and210.O2/4802.57/05.06 where it appears in Government Notice t/o. R. 1040 of
Government Gdzette No. 23691 dated2 Aueust 2002.

* Government Gazette Number ZASO.

Universitas lndonesia

Tinjauan yuridis..., RR. Dyah Lestari Adityas Ningrum, FH UI, 2010.



n3

b. Penentuan kerugian (injury). Untuk dapat melaksanakan ketentuan ADA

maka harus dilakukan bukti-bukti yang positif dan melibatkan pengujian

objektif mengenai volume produk impor harga dumping dan dampaknya

terhadap pasar industri dalam negeri Afrika Selatan khususnya terhadap

produk sejenis yang secara tidak langsung telah mengakibatkan kerugian.

Serta dampak terhadap produk kertas yang diimpor bagi produsen dalam

negeri yang menghasilkan produk sejenis;

c. Pengertian industri dalam negeri. Pengertian industri dalam negeri adalah

diartikan sebagai produsen dalam negeri produk sejenis yang mempunyai out

putkolektifmewakili bagian besar total produksi dalam negeri;

d. Dilakukannya penyelidikan awal dan penyelidikan lanjutan yang

dilaksanakan berdasarkan ketentuan ADA.

Berdasarkan kronologis kasuq 
,tuduhan dumping oleh Afrika Selatan

terhadap Indonesia yang telah 'dibah{ sebelumnya, Afrika Selatan telah

menyalahi dan melanggar'ketentuan',yang terdapat dalam ADA. Pasal yang

secarajefasdilanggaradalah Arlicle ll.3,Article 1l.4,Annex I.l, dan Annexl.4

ADA.

Sebagaimana dikernukakan oleh beberapa ahli, diantaranya Bapak Erry

Bundjamin dan.Bapak Martua Sihombing BMAD yang dilakukan oleh Afrika

Selatan pada kurun waktu tahun 1999 sampai dengan tahun 20M adalah sah,

sedangkan BMAD yang dikenakan pada kurun waktu tahun 2004 hingga awal

tahun 2008 tidaklah sah. . , .' 
,''

Pengenaan BMAD yang dilakukan oleh Afiika Selatan pada kunrn waktu

tahun 1999 sampai deng4n tahun 2004 dikatakan sah, sebab ketentuan suatu

prcduk dikalakan dr"lnrping berdasarkan ADA dan ADR telah terdapat pada

produk impor asal Indanesia. Keteirtuan dumping tersebut adalah barang impor

asal Indonesia merupakan prd*k yang diiual dengan harg* dumping, adany*

materi*l iryiury llagi produsen domestik di Af ika Selatan dan SACU, dwr<:tzu*<al

/ill& dirn*ira mjury ya*g di*lami oleh prcdusen damestik di Afrika Selatan dan
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SACU diakibatkan oleh produk impor asal Indonesia meskipun peran mafia

kertas cukup besar pada produk ekspor Indonesia tersebut.63

Kerugian yang timbul bagi dunia usaha atau industri barang sejenis

dalam negeri Afrika Selatan, dengan terjadinya banjir barang-barang impor dari

Indonesi4 yang harganya jauh lebih murah daripada barang dalam negeri akan

mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing, sehingga pada akhirnya akan

mematikan pasar barang sejenis dalam negeri, yang diikuti munculnya dampak

ikutannya seperti pemutusan hubungan kerja massal, pengangguran, dan

bangkrutnya industri barang sejenis dalam negeri.

Sedangkan BI\{AD yang dikenakan pada kurun waktu Lahun2004 hingga

awal tahun 2008 tidaklah sah, sebab ketentuan adanya prima fecie evidence yarilq

dikeluarkan oleh ITAC tidak terbukti. Bukti arval masih berlangsungnya

durirping terschut dide"sarkan paela pr:rtri:riaan antara normal value dan l'nrga

ekspcr. N*rrntti ,,tolue yar,g digunakan adalah berdasarkan informasi yang

diperoleh applicant, serta harga eks6r.-rr eiari Ind*:i*si:-r yarg rliE!*:i*.|'liarrr pail,: l!*{a

statistik ekspor di Negara lain yaitri perberiaan hrrga el! Negara ketiga.#

Si:,j:.arfi"aq: p:-!:t rtl4illcrtnt r..r+irgiild!kasikal l*it,.va :deiah belakhirtya

i]*rig+{ri1ia'r f3fo{AD paila pi'rx1'.;ren litdonesia, naka mereka akan rnengalami

i4laryt h*iupli F*iliir+r-.lilr1 Fr}r.jual=ti, F*i'ilir'l:ja:l V;z'.:.;: ;t;'t|$i ri+iy:,i:;.. +\:iii,;lj!ir:iil

pada returrc *t' irne,tirneftt. sefia F*rgse F)ttc. ;-)*ra= tqplic:trzi ak+:: ::i*l*rg*iairti

i:!.::i'riiiii::i?.ij !:ili'i,i hni':;rig ,"i.irg ,-iiil,tlt.]i nkalt vrc,-.g::lat:ti ki:aaiir*rt akii;at lelai:

d!?r*..:ttei,,tr:il;;r;: f-tL4 A ii,'-' i\'!e sF- i1-.r'112 prinea -\ecir eviderce terseb*t lidak lerilukl:

,Jari Foe*gedilan titrggi Afi-iF:* 3cl*i*= ti,J:ll', :;:g.:ra ri:*r:rb+riL*$i pirtiir:i-.:": *iei;

pennch<xlan F&ir appli*:tn; l+rsebuf l-::ngga arva! iah*n ?-fXJ8, ilir4Al) l*t;rp

*!*:rik at*s p ad*r:*:: a-sal l::**:;esia :i:r-:ip:i {jqttgiril ta}x;s ?SC8.

P+Ca eesl diiahukannya pcni'elidikan sunset rcview tersebui

sebagaim**a dikerrrukak** sc11*lii*rn:'*. tlditk. sl!{.:j*-riJFr-;,,* hx},.1i *da*,va i!rirrrl-.ir:i:..

akac t*etapi BF,{,A,D lnasih tctap dilrc:'l*kr:kan t-ragi pru-rluscrr li:idr.rflesi* hingga

ar.val l*!t** 2*{r'$. !{al !:r:'*hut cliih.rk.uitg tltrle den.Ean p*rar rnalia k*rias ;;*ng.

s-t ]laril \triivi.ail{r&r:-! de*ga* l*opo* f:r'r'; l'",rn<ijnlrtiii,io,r-r-*'**,*aLa.n keterrtu;*i l,eng ferdap*f
dalam Article 2 ADA.

'" Governmetil Gc:zetle Noiiee 552.ha12,
..5 lbid
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cukup besar pada kasus tuduhan dumping yang dilakukan oleh Afrika Selatan

terhadap Indonesia. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Bapak Erry

Bundjamin, bahwa salah satu penyebab tuduhan dumping yang kerapkali

dituduhkan terhadap indonesia adalah adanya peran mafia kertas yang

terselubung, dimana hal tersebut sulit terdeteksi oleh pemerintah.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam GATT Article XXII: 1,

Indonesia mengajukan pcrmintaan kepada council untuk mcngadakan kernsultasi

bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Afrika Selatan, hingga

pa.Ja akhirnya ITAC nl€ngumumkan dihentikatln,va p€ngenaan BMAD terhadap

produk kertas dari Indonesia tersebut pada Government Gazette Nomor 31123.

Saat ini. kasus tr:dr-rhan dumprng ,vang dilek*kan oleh Alrikn Sc:!;rla* t*rhadtfi

Indonesia tersebut, yaitu tuduharr dumping aras produk Uncoated l{*odfiee

!{hiit: A4 Paper tclah dihcntikan.

43,4 Fertrandi*gar D*ngan Ka*us Kores S+*atta

4.3.4.1 Hr*r:*l*gis H*s*s Tr:dsh*a F*rrtpi*g F.eriat {}!th Hqr.-'* $tl*i.-t*

Pada Ltngga! 3i) Scptember 2{fJ2.' 5 prrxjusr:n yarrg mcrvak-iii

i;rr!:siri kerias Krirc:i 1.'aitr; llc.rrga Pairer Co. Ltd.; Samii Papcr Co. Lld.;

J:l* Brcn-Jco, C*. 1,1d.; Ha:rkuk P4rer Manufacturing Co. Lid"; Hansol

Faper C*. L,td. m+r:gejuka;: ptiisi ki:g:rk A*i=rr Trarie {'*;,*r::;ssitzr

{KTC) agr,r diiakukerl invesfigasi/grc::3,eliciik*:r at:ti-r-llrcnFti:rg €i:rhir.;i.:g.r

;:r<xl*I., kr,rt;;is ir:rtsil*d l?:-ig bc:ff]:*i cjari f::d*lli:s:a dari China. Pr*dui<

ker{es yang 4ilu**h ellrmpirtg sr<lalah Pl*in P*per Copier/Stsirzess

inftsrm*lu;n P*per tlax Unecrst*:d lfwd {ree Printiitg l}e'rp*r si:r1-a

Uncr:*ted We*d-free Paper in aform *f roll, slteet or other, dcng*-c b*rat

i-*r m-2 antara 4$ satrpai de*gair i 50 gnam.

Ferusahaan Indonesia yang difi:iliih melakuk.an rtimping adalah

Sinar Mas Gror;p {Hl'. Indah Kial Pr:!p ar:d Faper'l'brl:., FT'. Fi*dr:r IkJi

Pulp and Paper Milis" PT. Pabrik Ket'sas Tiiw.i Kimia ?bk. ,dan Aprii

F.i** frapr;r'l'rar{iirg ry {;trJ"}

Fa<1a tarrggal i4 Noveraber 2002. KTC mem-utuskan untiik

rns-lak*kan inisiasi inve*figesi {p*n5"*Eidikn* *.nii*dur-*ping} rrrstrJ:;i

Public Nofice af fniti*tiorz, yafig kemudian dilanjutkar"r d**gar*

Uriiversifas {ndo*osia
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mengirimkan questionnaire kepada 4 perusahaan yang dituduh dumping

tersebut. Pada tanggal24 lawnri 2003, PT. Indah Kiat Pulp and Paper

Tbk., dan PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills mengirimkan

questionnaire responses kepada KTC, sedangkan PT. ljiwi Kimia tidak

mengirimkan maupun merespon questionnaire dengan alasan

dikarenakan ekspornya ke Korea Selatan sangat kecil dan meminta agar

perhitungan dumping margin ciilakukan seperti pada eksportir Indonesia

lainnya yang tidak menjawab questionnaire {others}.

Serdasarkan jawa an kuisioner yang telah diperoleh, pa<Ja

tanggal 24 Maret 20C3 sarnpai <iengan 27 Maret 2003 <liiakukan

pef aksanaan on lhe spot verificntittw've rificutiori ursit oleh l'im

Verifikasi KTC ke peru.sahnan ,yang mengirimkan rprcstiowr*,ire

{espr}*:;(,5,'aitri Pl'" {irdi*r Kiat Pr:lp and Pa1:er Tbk. dan PT. Pindo Deli

PLrlp anrl Paixr Mills. T*tapi dikarqnakarr l.:edua irenrsahaan tersebut

ticiak koopenit!f Sang dicr-hrhkart [r3'l-'s:rt ri;: th: .t:11i1! 1t117'ij ir;6rli.,13 fi 11i;

riapai mtrnyeralrkan Fincnr:iel Sktig*ee*t, rnaka iiTC akar: rn*nggur*ka::

iiirta ::rrla ie.fr:r*-:asi b*r'3as:rkan f*rts *v*il;rlrlg a{:-ii.r ttest {nlor.vrt*iits*

4va!!tthle.

.Dad* fanggal 23 April ?ii*], F-rrrde!=.iiii* h:l;!l !r:';e:siiE:xi iiw;rt,

KTC nter-:erbitkan Frelireirwr;'' flelerain:ttis.'t ttr**g*x*".i p*ng';*:t;ll; S+:

i4elitk .'1*ii I]:ui=.iriiig Sr..r':.;*tirii' iiliylAllS) yaitu P't'. tjiwi Kimia

51"#14/r:i PT" Pia,Ja Deli t 1,56?/*; PT'. !ecl{:i? {iat; -{},52Yt *Inu ie wainisnis

ikr:rang dari ZYQ atari tidah: ::<!a rtur::pi*.'' ivl'. Aprit l-in* Z,SliYc,: eke;'i

lainn-_va (otlzers\ z,&*o/c, dimana mcskip'rin KTC mcncrbitir*ri ,-*L^*rra*

i3iv*l-Ai;.1, iliillrr,!Jt $3i\4;!.ilS t*rss'r,;ui tlri.rh r!il*r'*Bkan.66 Parla tangga! I

S*pterirb*r ?iJi]3, K'lC *-?f;ny-irstin di'r:ft Fina{ lnve,vtigalion. Reporr rxt

fhtlrtping fiiite to jwfalt Hiui srxi Jiin*li; ilg#. l-lalil*: ;ir*/i i-r:r*hui

hescrnva BI\i-4D urrt'.:h- 3 pcruse hacl' Sillal I ' ia: Crtiup adal*!i cc'113,rp!;i*

i**;iia<ii,ri;'r.qi* e.7:fi{i fter.

F;id+ l;.rnggal ?3 $ep";]trti;rir 20$3, Per;rcrint*h irtdr:nosia i*iah

bier{indak s.**i;it:, el*ngan kE"':ir:tttilan hv:il*}tfiit!:*"il tcrh**i:lp 1i;ilt,l;;:r--

*o Berrlasaikan keicrargan yang elipcirileh ttari flir-skiurai. Fcr':girrrrariirn lsrrJa!:agiggr (lli:Fi
Ke.rnsnt*rian Ferrlagaagan.

Universitas Indonesia
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dumping, yaitu menyampaikan submisi yang merespon Investigation

Report on Dumping Rate, isittya adalah menolak perhitungan single

dumping margin dan menolak adanya threat of injury. Pada akhirnya,

tangga.l 24 September 2003, KTC menerbitkan Final Determination

mengenai pengenaan BMn D untuk selama 3 tahun, yaitu sejak tanggal7

Noveinber 2003 sampai dengan 6 November 2006, yaitu PT. Tjiwi

Kimia, PT. indah Kiat, da.n PT. Pindo Dcli scbcsar &,229/o; PT. Apiil

FineZ,SAYa dan perusahaan lainnya {.othprs\ sebesar 2,&0Vo.

llikarenakan Korea $elatan telah menyalahi ketentuan claiam

iinti-Dumping Agreement, khususnya dalam hal pergenaan Single

Dwnping Mnrgin; Fenggtlnzurn Jitt'f,r rtt'idlt:&1e; rlefinisi lite prcd::t:ls; cl:t*
,a1

penetapan lnvestigafion Periad,"' oleh -sehah ie-r Sinar Mas {iroup

i$klCi rrrt:rrg+jr:l*rrt prnitrhct:::rt kcitnrla Diqtn KPI agar p-rnr:rintaii

!rrr{r)rrcrirr rnenga,lakan kansrrliasi irrfcrrnral dengan Korra Selaian k:arena

K*re* Qelatari tclah r**er;'elah i k*,f;:*l r*,arr A i):1.

I'uila ianggal L i h**'*t 2*[i4, Itr*** K,:*:;araa Fe.'i:ege*g;:::

ir1l$rfirr.{;€i3+?1 ln*;:;i':i+ !}'nrfii P"isri i}.1'+ri::lik !*4r::r*;:a xaltk WTC di
'

jr*erva ager **;:in<ia*!anji:ii irernnh+n:n y.ang diajukan cich S&{C

t*rs*bu!. i*el*r***?a reehtl*i fl*',* itesa:- iirpr:=Iil, i:t'ji:::+:ia i:*|'"il !iiTi-;

isrleh *c.ng*j*kA:r Irernr+h*i+r.r l=rpir.*=. !:jj'{ r-rt;gr;k *t+*g,;;el:e*"a::
:

k'**g:*tal:i ia!l:,si3gJ a5g*g*,-: K,---'";:,t -{tlr:ii:a, yvailg li::ni--:jiiin dilak-ln;:ka:;

!i-"i;l;; 13.*rr**t ? ,i*ii l"{}i}4 *ti ir::er."i:i, r-:*T:'!1ii? k*n='.ritasi |ers*L.ui. g*gai

;rle*eap* i kcsep:*kafir*.

i)iliarcnabew t!d*k tcttrii::ti kesepakat.rr;, grr*ka paiia, i*egge! !6

Ag*s,t*ts 11$CI4, lncJ**qsia n',,:ngajr.rkan pe:'in*itunait k*p*iia Kch;a llSB

{!)ispute S(tt{cmext flaSi}'vVT$ untuk pe*benir.ikan Panel. Pada targgai

27 S*i':t*:r:ixl 20{,14, cia}am Sida-rr5 i;,-,'-j s'=:?';!ah p*ng*jr:a:': F.:.-rt*,.}t}t}t-rl!rl

pembe*fukan Panci, Kct*a Iigi!'tJ'-.TC 
-i*n5'";i';i*i 

usu! E*s.-.-1itc:ia, .Iudui

dr,:kr:i:t*il .]i1i.:tl, ,ii;4ul.arr l'r:r:;-:!-rsi r:<iaiai: 1=Vl'/l,is-ll2li2- dettgag

!-+*:pi;:;isi J<uiua F{r" Ole Lulby ft*r:r..vcg.ia}; Aaggr:la Pa::*l }iis-

ilei-;*q'*lr &.€ilsleix {lsr;:ei} d=n L{s. !.ca*c s- orr;:i iraiiii- {.iira-rii,r.

"' Br-:idasariia* kett:i*irgrrr vang dipt:iair-l; dar: iiil:aii:r*i. P,;li1;i;ra;::irr F+-:l:;;.l:;:-zz:., ii;?!'';
Krftenlsrian Fer,Ja-galga:r.

Universitas Indonesia
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Pada tanggal 9 November 2004, Sekretariat WTO menerbitkan

Timetable For The Psnel dan Working Procedures yang telah disepakati

bersama. Berdasarkan jadwal tersobut dipe*irakan Panel akan memakrur

waktu sekitar 1 tahun terhitung sejak penyerahan First Writien

Sabmission af Indancsia (6 Desember 2004) sampai dengan

di&erbitkaanya Report of *rc Panel {23 Oktober 2005).

Pada targgal 28 Oktoher 20$5, DSB-WTO ssc&rar re."*rri

mengeluarkan Laporan Panel Indanesia-Karea-Anti&nping fiuties on

{wy*rts of Certcin ?cper fron Indonesic (WTIDS 312}.68 Meskip,un

{nderr*esia tidak memenangkan

memenarrgkan Paa*l t-@t€

tunfutannya, fiamun Indonesia

Karea Sela&r* dimirrta pn**

Korea Stl4a*. lrylis qqngtpnt:+el F*ilglli-raan BMAFF-n,va *-edtdap

p{a$$k f P '.....=, 
t ' . -.,- ' ,, 

:. ' l '  .t '  
'  " 

' '  tt ' ' '

Pda-: iariggal 1 sep!*4ber zws, *d;;;ampaikan
' : :  I  . '  :  

' r '

irekece\rya*ftny4 deq pla!*qry hesit, Palc! E;.58,{ieger*ssr: Ke*:a

flSB ya*g dif*lrrkm obh Kcrea Sf,lata$ ijaie":n e"f"C:s lmpienw:*i*ti+*

Reprl lertemggal ?? futr 3006. t}akm sirbng r**hn, lrrdon+sia akan

rrc*g*s*b'il tir€ekan'"" si' &figa* bn*le 21.5 DSI'fs i}i.V}ure

futtlerwet Urdereta#irq). hd* tanggal 72 luni ZSt)?, K*F*a }hnel

id*ng Sespr#a sr.'trcxe* Sorr}' (*Sts}-}ly'F$ di }enewa telair

m*ry**w tshwa Ps*{ $idang lXI}--iY'fS kembali menrerengkaa

gng*ffitl f**pesie tst{iadap Karea Se.latan &lam ncrgka penerapar anti

d*mprng yeag t*la*t dihese*an eldr fp'r:rer,ntah Ksree S*latart terft#kp

* Kdrra*g** yang dilneldr fui tlirc.Lt<*ae Fertgaxrara Ptxhgarrgel iIl?F) K*a:rte{*
tur@*aga*-

* lbid.
m nEk*a tlers k disryreeleex as t+ tlw **lcwe or cssistewy +,eith a csuered ryreeae$ ef

ffilr:rldpe$ fr*ers ls {twpty rsit& f& fiEs&sne*s.s#$6rcs axl rxli*tgs -racir d:Exrfe sts{I t* dezi&d ttla..aagh
re{*?{se fe f&e,re diryule r*#*:w"w pt'**deres, rsf**#qg w&r*rser ge+ssr-}# rrsrer s* rk riri.gi*rd g*x*f
The panel shall circulqte ite repavt withiri 90 d*ys $er tfu dae +f refe*d *f +lx r*ar * it. FW.p- t&e
fnw{ c*rwi&rs *&rS lte***s*f prtrni&;{s?'spl'f +gitki*t&irticwpx*, x.sfu*# i$txta f&..:}:#J ixt*rx'Sqg
d$k re*rqg$v ,js *&ii *{. ifor siil* rm s$sr's#F $J* fx* ixf er?#*c wfuc& ;t $*lt €#}*jt r* I'cp€*:f".

us*ryrysxitwtdee$ia
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kelo:npak usaha $inar Mas Group beberapa waktu yang lalu. Sidang ini

panel yang ke-Z dimana pada sidang panel yang pertama

Indonesia juga memenangkannya' nalnun Korea Selatan tidak

melaksanakan hasil sidang yang pefiama sehingga Indonesia kenibali

mengajr*m Korca Sclataa kt sidang pnel yang kedua ini. Kemudian

pada i:xrggal 25 Septembr 2W7, WTO t€lsh menerbitkan Laporan Panel

Felakeanaan Article 21.5 DSU $mp{erv*nta€it>n Re;nrt Fmet}. Lr*klr:

lapcran tensebui dinyda*an bahwa dalara menghitung margi* drexpir:g

s*$tirk Pf. lnrJah Kiat datt Ff. Pir*o Deli, Korsn Sctatan telah menyalahi

ket**trlffr TVTO. ,ryr& kssr R+pblik !a@.c.qia untuk WTO dalam

Kcrca Seiahn, maryasrnp*rikarr

Sudah sejak lama firaful ke.Tdri%r perirr dan dlbut*hkarrny*

s:aiu tF:.+-*-r.rF€-va trrFxlu Gnt$k me*gafur d*n fficlnhclasi serra

mengenilalikrur faft** dlr*ping yarg btjadi, fir+lalsi pmbe,riak*an

Fstilrdll "tei*-rt 
.-r 1ryg-gr +1ryin g qFyal*s.*.r aati *c*rn p.in g), {}e;?$ex

f,*jt;arr msrnbsika*,Ffs*ddi 
ry;rd*# 

iielsnr r*geEi d*yi pra&ta*<
.:

d*mErir*g ,varg diduga dil*ite'€ktrI*r ssu prrdase* l*ar **gcri d*n

i:rst?tt"tltgLiltk# ,r!.-l!€fintsh utitnk n5grgir*krg1ng;** &11SBn s,*'.a

rlr{n*r*$st psfigrs:#r k rE€sil*. yurg tinggi atas b*$s"S *r.ltxpi*g;

gun* me*g*iisri*ir kcnrgi*n dar! kra*g dr:r*ping sehi*F$s ;sdr$&tri

ri*ls**t reg{s{ tsiap terli:di:agi {t*i dag*at le,tap kreing dengm kr"r€

ktxxr fts,*iiw+r k:.tg irtrper terseb,ut di,+tai dsngffi h*rge *{fir*ping"

t+ *$ tle Member cwreerne*faits ta ttring ffu mecs:refraad lo &e i;te€;rrsit?#rcf lar**r $ ftry*:re#
We"e rrt irst* w*fiitzree tlw"ewdk a* ulwrwls* ee*plf witk iire re.*o*mn#*rar ffsrC r#;r€;s *x€r*c
tfo rereon*lh*: Wri*d s;f tisw *k*rstw#pm.rw;* t<:1wagq'e. "3 rdxrfr$i? fl, s*a'* efm&r"s.&rJf, rfl
.*+ ::*r;a;<,**e.,*{, *+*d grr! i*ger *&ffiF *fu e;F*qf nff*e reer<*x*:& .ry.rr+C:f fgra*, #Wf, itrttj x*rgvS}xdi***: ro#*
rpf,t# *arrq' i*pe&e*d *f d.ry**e s*#lsrseft pree&res, with a view $a dewlaBing *rutualljt
*gepfc*# r:;*pl*ri*Xi*n .f wr xsti*fi*rftx'y *tlmtw&r<8i{}* }rrc fuex ryr*ed wif&i*r ?# #ryx t?ter $$r *hig
#cqgay eg{r'& r*aara*rlXe *r.x&xC edriw; (ry f.F{F *er{€ ierc}*rr} rfu drg-scrdt .r*:;nkmaw gr"*"rx**;e.*
.ryF .sqes*l s*r&x"fusjw* -frw l** J.L5S *r se,rysr*f r&e ryJ***'*w *$ l&s "ryrsrfrsr ctn*r*rs*ad sf
e.*xk:r,cs;€&r iF rsigr *&fi9-r,#;?*F *pe*r ffu e*w"red *gr*ema*,="'

*ei*s#re-&drc&a
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Dalam kasus tuduhan dumping atas produk kertas yang dilakukan

oleh Korea Selatan, pihak pemerintah Indonesia dan produsen Indonesia

telah beffindak sesuai dengarr tahapan dalam pros€s penyelidikan yang

dilakukan oleh KTC. 'l'ahapan tersebul adalah mulai ser,at notifikasi,

lni*iari, pcnyampaian jawaban kuisir--rncr, verifikasi (on the spot

verifit:atiort), pengenaan BMAD$, penyampaian submisi dan peftemuaa

hecringldeng3r pendapr't p*nyamy*i"an drri{t..fira:! dis*lasure, lp.aring,

serta saal pengeniltin Be4An.

Ak.*n te*qi, trxrlrrf*t k*kurangan dalam pelaksanaan tahapan

tersebul 
"r,:aitu 

PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. <ian PT. Pindo Deli
: i

Pulp and Papcr Milis parlr t-tai ail thp.tSr:! i 'rri"licrrir,e,,i 1i,,1.-t!; Jiip;i.

ruenyerahkatt Financisl St{tt{nz!:Ftt, nraha K-T(, akan nrct:p;glr+zrta* da€;;

s*r::tir i::|.:riu;l$i ix:r"ilaq'=r*-::n p:ets {teit<i!!l{ etau Best l4ibrrn*tiot:

.Avai!*h{e,

i{.edrra. pr:t-ilsrqhF,ri! ltrrschul ii:ri.+i tl i i.,rir,!. ':- giil;i i. i.+i.i,cr'r:i i ' -,. '"i+

akan L'ier<iampak pa<)a lemahn.l':, ;xrs!:+i !nri*t-=c;!:: i+!:*:; k#:::s iirdu-|.'an

r!r.t:*piir;9 ;,ltii )i:-'g.:la it,:',t. S*!',irus.:i,r.s p:idtit*n {il.l*i.r+si;1,,'*ksivrriir

b*r!*hr; }:.lll:;*rsi!fr I'ela:cr] ilF? the sf'rlt rerirfirt::ti*n herlangsung,

::':t*;vaiep*iiqErr: si:ll:r::!r C{t}:ii,:-,..i} .!:'rr1; lsii'::rliir; .icrig:;;t vt'riiiir:;.ri J;.li;*,

c*r=tti/usgl: lx;riin a**;:u pc{:i"-rl';1;:r= 1,-'i:r*}ii-rl tt:F'::ji r:r-:i '-ll;rji:rss!.

*€rt* rr:*i::i$1,: 1::J,-r.::=i*l vt*fik::ii ki:1.u'l,i;.r iir..: i.trifik;::i yarrg ri*ii+r:g k*.;

Pi:,ru:i*,h ;t :ln tr: *l* l-.i: l. ? 2

-ilaeia pri*siFrrrve guFlsiarr lniit:i,]r:sia ;a*g di!a!*;kan r;laia-x ia.x.:r;

Ksrea Sslatan qemr:ai 4 lsu *larna berkai:ea dr;rga* ha.*il i;ivcr*igasi

;"rrng r$iiak.l;k;m illr-:ir Slslea;ir Lrttde t--'t:trt;riiss!t;rt+:;. {i{'iCj, yaitu:

&. lligli**kanty* itiqaii fat:t *'*i{ahle '3alam pe,rhlt*ngan dawping

*xsrgin d*rig;*n slasari k;:tiga puir;:;nirit;-'r' iFI'. E*d*h Kia{, Frl'" i}ir;*ct

**ii rjan P?'. lji*'i Kimia) ,r-a.ng i*rg*bi:r:g da!a*-r Finar F.€*s {ir**p

tidak krx:Wratif.

7? i)irektoral it:ng,anran"tn I'i:r'elagarrpSarr $)t'fi l";;l.i,lrrJis*,*r:rnl X..i:;j*s:i.:*i; !.i-.rrir€:enfi:;;r
Interna.sional K.emcnterian Perdagangan, 'Mi*.tlah Peaanganan I'uduhan Dumping Sritrsidi {}e:r
Safbgr-rard L)+lam Rirrrgka L4erlpertah*sk:ri, 4.ks*s F;1!3.'-, {Lfakal*h dis*r.l'r;:,;ri}rn*1y p:u*; :;;:ini;p6

il{1}a*giM€rl t.'"irJ,,r.t}rair ,lurrpiiig}, }}r+t*rlha*g, ?-8 !ic1.rlr.;'.rrhr:t 2S{J6. l'.-li t 1- i-9:
'1.i nil.er*itas In*i*:i*sia
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Dalam hal ini KTC telah melanggar ketentuan Article 6.873

dan Annex II dafi ADA karena telah menyalahi ketentuan dalam

pemakaian data Best Information Available. Dalam kasus yang

terjadi, berdasarkan keterangan yang diperoleh, sesungguhnya Sinar

Mas Group tidak menolak KTC untuk mendapatkan informasi

ataupun menghalangi KTC dalam memperoleh informasi yang

diperlukan serta tidak menghalangi dalam hal dilakukannya

penyelidikan, penentuan awal dan akhir, sehingga KTC dalam hal ini

jelas melanggar ketentuan yang ada.

b. Penerapan single dumping margin pada hasil akhir investigasi untuk

ketiga perusahaan dimaksud (PT. lndah Kia! PT. Pindo Doli, cian PT.
'ljiwi Kimia) dengan menganggap ketiganya termasuk single

economic enlity.

Keputrrsan yarrg dikeluarkan oleh KTC sesungguhnya telah

melanggar kelentuan yang tereant*nr parla Ariicle 6.1A Ali.h,'/o jr:g*

merupakan keputusan yang terlambat (belated decision) dall' 1i4ak

1.,+;i..:islr-.*, k:rrtna KTC ,J*l;rm keprrlusan awal investigasi teiah

i-r:*ti*ia ilkan dt np l ng m argi n trnl gk nas l n g-masi ng perusahaan, y aitu

,r'T. -lir+'i Kimia seltt911; -\t,,{:ie4; I}1 . Pir.-'Cr: !.}:ii :;lbi*:f } !,.{i14i;

FT. lndah Kigt seb*:::r #.329'e ai*i.: r-{i: i''ri;1;,-n1o {L:i:rtrrg rJ*ri ?-sj:}

:.:arti 1lrLii: i:.ia r,Ji:;:ri--i::d; Pi' '\;.:r!1 i i:-e ',;i:tes*r ?r*QDk d*-r: i*ie:xy;;

{,-iztlwrs'} 5.-4^}i.:33t:1..30% {k+r i::ja::: p:r-ie ierlgy.ai 2t €q:l*m!*r 2{lt}3,

K'['{] rneneibil-ka* l-'ina! l}r!<<rr;titttzlr:t}r? il:-sfiiicTiai $ir,g*ri*;,tr: }.thi.S.l.:

'-r:rtuk selama 3 fahuii. r,aiiu srjak .7 lioven-:'irsr ?.ili]:t s**:pai ri*ngii"r t

l{r-rvr:rr:i;'-r 2iii){i" 3i:itu i''1'. i iii+: {ir:iia" ivl'. Jnda.h Ki*1, dan i}i'.

'' "'!n czses in wlefuit asry inierestt! pariy re.fuses J.irrs.i /r],,j.:' *girerg'j;s eii;r:'r *+J l-r+u.iei{
flecessary i4iormeiicriwifliin a re*sr;rx;hle periixJ ar :;i'gntfrarzt!7' ie;pt'ks;te i;ztiesligt:iiwz, prcli*sirxs;3,
tinrifrnal detr:nvinolit*ts. o{f"n.nttli:;e ur *eg|*tiz,e, :ri:ry l;e.}:r;r1., r"-+ ijle i;r;si.i .";l ti;+:,::),:t:-;.E t:vttjitt*:lt:, .

i:' ;'{'j:'j,:-i:=j:-:-:;'5,j; .g.l;;.:'. r;"1 ,..1 r;;t'c, .;i';,:;-:li;;; a;i i:;tiixjt!;tui ;t:*r.q!zl ifr&*lping".-{*t'gt}th k:zowti
f-x.jrr.-rffr- *r :.>r*rt'i;r*r c*;tcitrned r;f :he prrieiaci *ttd::r ;4rcstigdian. in canes vskere lhe numher oi
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Pindo Deli sebesar 8,22Ya; PT. April Fine 2,80o/o dan perusahaan

lainnya (otlers) sebesar 2,80Yo.

Perlakuan dari KTC yang menerapkan single dumping morgin

demi alasan menghindari kemungkinan circwrwention antar ketiga

perusahaan tersebut terkesan terlalu aneh dan sulit diterima,

mengingat ketiga perusahaan memiliki aturan, stmktur biaya dan

shategi peqiualan yang berbeda juga aturan cirasrwentioru belum

diatur dalam SffiT,0=,,,,S...,".hr*mya pemerintah Korea Selatan,

"1"" 
*esaltotu*"ekspor- ' ,' '

c. Perlakuan dari KTC yang menyatakm Ploin Pqer Copier(PPC) dan

Uncoaeid Wood Free Prinrmg Papr (WF) adatah like product-
'':;:..:,*Ial ini dapat dikatakan melanggzn ketentuan Articte 2.6

ADA?s, sebab yang i*"*** dengan produk sejenis dalanr ADA

adalah produk yang identik dari semlu aspeknya atau apabila tidak

ada produk sepe,tti itu" maka dapat menggunakan produk lain yang

sekalipun tidak identik dalam 
""g"fu 

aspek, namun memiliki ciri-ciri

yang mendekati sama dengan produk yang dijadikan pertimbangan

tersebut. Sedangkan dalam kasus tuduhan dumping oleh Korea

Selatan tersebut, kedua prduk tersebut yaitu Plain Paper Copier

(PPC) dan Urrcoated Wood Free Printing Paper (WF) memiliki

perbedaan yang jelas, baik ditinjau dari segi komposisi kimia, bentuk

fisik maupun pengguna akhir.76

75 *Thraaghout this agreement tle term like prdttt sholl be interpreted to ilean a pro&*t
which is identical, i.e- alike in all respcts to tle prodtci uttder consideratia4 or in tle absence of such a
prodact, anatler pra&tct whicla although not alike in all respcts. lrcis choecteristics closely resembling
those of tlc prdtnt un&r consideratiorf .

tu Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Direktmaf Pogamanan Perdaganpn (DPP)
Kementerian Pe.rdagangan.
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d. Pernyataan dari KTC tentang adanya c*usal lfui antara dumping

{yang dituduhkan) dengan WwV (yang dialami oleh indushi

domestik)-

Dalam bitan ini berdasarkan keterangan yang diperoleh,

pmerintah lndonesia menilai KTC telah ga€al menyajikan bukti-

hukti berdasarkan analisa yang kuat adanya hubungan

wbab akibat (causal ft'n*) seperti yang dipersyaratkan dalam Article

3.1 ADAT? (volwne efect danprice effect). Sebagaimana disebutkan

sebelumnya bahwa unsur-ungur drmrping yang harus dipenuhi adalah

ruatu produk d$ual di negara lain di hwah harga normal; apabila

barang impor l'yang masrd< dengn harga dumping tersebut

menyetabkan t" *.*$*l hgi indushi dalam negeri; ada

cmsal linkltrubunganl an&ra dumping yang dilakukan dengan akibat

injury,' ],,agg terjadi.'Berd ketentua* frrsebut, dapat terlihat

secara jelas bahwa ketentuan cousol tinh yang dimaksud tersebut

harus dapat terpenuhi aan AiUu*tikan kebenarannya Hal tersebut

harus mendapat pertntian yang serius dari pemerintdr Indonesia

apabila terkena tuduhan dumping oleh Negara luar, serta harus dapat

diketahui dan dibuktilan, apakah keruglan material yang dialami

oleh industri domestik Negara pengmpor disebabkan oleh produk

asal Indcnesia yang dijual dengan harga dumping, atau dikarenakan

faktor lain.

Berdasarkan kronologis kasus tersebut di ataq tepatnya pada

tanggal 28 O*tober 2005, DSB-WTO sec:ra resmi mengeluarkan

Laporan Parnel Indonesia - Korea - Anti&emping Duties an Imports of

Certain Paper from Indanesia (WT/DS 312). Meskipun Indonesia tidak

dapat memenangkan semur tunfutan yang diajukaq namun Indonesia

memenangkan Panel tersebut, hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan

yang dijatuhkan kepada Korea Selatan yang diminta untuk menyesuaikan

n ^A determindion af iqjury for paposes of Articte YI GATT 1994 shall be based an positive
evi&nce ard iwolve mt objeetiw exarnination of both (a) tlre volame af tle dunpd imparts and the
effect of tle &anped imports on prices in the donestic narket for like pro&cts, arrd (b) the consequent
impact af tlese imparts an damesfic prod*cers af such prodwts- .'
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akfifitasnya berbeda yaitu pr. Riau Andaran Kt 

- ry^susrsrr li''r*

*"*."*n*T::ffih1*** :::::-",t::

kebijakan pengeilaan BMAD-nya dengan ketentuan Anti-Dumping

Agreement (ADA).

Korea Selatan, dalam hal ini, telah menyanggupi permintaan yang

dikeluarkan oleh DSB, dan memintareasonable period af time selama g

bulan sejak Laporan panel tersebut disahkan oleh Ketua DSB, serta
mengumumkannya pada tanggal27 Juli 2006. Dalam Laporan tersebut,
Korea selatan tetap menerapkan perhifungan dumping marjin yang sama
yaitu sebesar 8,22a1o.

Indonesi4 berdasarkan Articre 21.5 DSU berhak untuk meminta
panel wro agar,m-engadakan peninjaua r kembali, yangdimaksudkan
untuk meninjau ulang apakah Korea selatan terah mematuhi keputusan
panelawal.

Pada hnggat | 5 November 2006, Indonesia mengadakan
konsultasi bilateral dengan Korea selatan, akan teapi konsultasi tersebut
tidak mencapai kata sepakat. pada tanggal 23 Januari 2007, dilaksanakan
sidang DSB-wro untuk mernbahas permintaan Indonesia agar
dilakukan pembentukan paner berdasarkan Anicrezr.5 DSU (originar
Paneulmplementarion Reporr parrcr) Dararn sidang tersebut Ketua DSB
menyetujui usul hdonesia.

Berbeda;G;e""u *" sekrumnnv4 sidang panel dalam
rangka peraksanaan Articre 21.5 Dsu {Impremewation Report paner)
hanya diadakan satu kari saja di Jenewa. Inti permasarahan yang diajukanoleh Indonesia adarah keengganan KTc tmtuk merggunakan intufestrate Apnr Finepaper Trading seraku *uding compcnypr. Riau AndaranKertas sebagai secondary information unfuk perusahaan cakrawaraMega Indah seraku trading comp{mypT. pindo Deri dan pr. Indah Kiatdalam menghitung cortstructed rnrmor varae (haryadaram negeri yangdikonskuksikan)-78 Indonesia menyatakan bahwa KTC seharusnyamenggunakan interest rate prusah€tan yang akfifitasnya sam4 yaitu

;*":: :f::: 
t:,,:Y intrst rate dai persahaan vang
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interest rate yang digunakan daram menghitung constructed normar
value adalah interest rate Apnr Fine, maka marjin dumping pindo Deri
dan Indah Kiat adarah de minimis (kurang dafi 2ya) dan pengenaan
BMAD dihentikan. Keputusan KTC untuk menggunakan ircterest r*te
PT. Riau Andalan Kertas daram menghitung constructed rnrmal varue
menyimpang dari Articre 2-2 ADA (tentang penghitungan dumping) dan
Article 6.8 atau Annex II ADA (tentang pengguna.m Best InJbrmation
Available).

pada tanggar 22 Juni 2007, Ketua paner Sidang DSB-wro di
Jenewa telah menyarakan bahwa paner sidang DsB-wTo kembari
memenangkan gugatan Indonesia terhadap Korea Selatan dalam rangka
penerapan antidumping yang terah diksrakan oleh pemerintah Korea
selatan terhadap kerompok usaha sinar Mas croup behrapa waktu yang
lalu' sidang ini merupakan panet yang ke-2, dimana pada sidang paner
yang pertama Indonesia juga memenangkanny4 namun Korea selatan
tidak mel*ksanakan has' sidarrg yang pertama sehmgga Indonesia
kembali lnea ut<an..trlsetaar ke rioang oun"t run*-tll* ini.

Menteri perdagangan Repubrik Indonesiq daram surat Nomor
200/M-DAG/2n00g perihar tindak ranjut hasir pun"r ongr"ta dumping
Indonesia-Korea seratan, menyampaikan ;*;;;r" agarIndonesia tidak mengajukan permoh""* ;*;;;:;; olorisasi
menggunakan hak
Perrimbangan 

-#TffiLT ff #!,?;';'j:J:::':,;
instansi pembina untuk turut daram peraksanaan retariasi dan apab'aIndonesia tidak mampu meraksanakan retariasi maka akan merusakkredibi litas Indanesia.

Hingga saat ini' permasarahan tuduhan dumping yang d'akukanoleh Korea selatan terhadap Indonesia masih terus berlangsung.Tepatnya pada tanggar 26 Januan 201a, Minister af strctegr andFinarrce menginisiasi penyeridikan review terhadap produk imporuncoated woodfree paper asallndonesia dan Cina.
7e lbid. Diperkuar dengan nur,, *u*un*rlo*uloffirrkrerdagangan (DPP) Kementrri#p.iag"#arua rsrrilotlp peiabat Eselsn III Direktorat pengamanan
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Perbandingan Kasus Afrika seratan Dengan Kasus Korea seratan

Konsultasi inffit
Indonesia 

-telah- 
mengadi

kan konsultasi informal
dengan pihak Korea Sela_
tan, nilmun tidak mene_
mukantitiktemu.

Berdasarkan-dTr 7D
XXII:I melakukan konsulta_
si dan membawa persoaian
ke Dispute Settlement Bodv.

B,erdasarkan@
)O(I:I melakukan konsulta_
si dan membawa persoalan
ke Dispute Senlemeu Bodv.

Ketika atan OiGntut panet,
Afrika Selatan kemudian
mencabut pengenaan terha_
dop produk kertas asal
Indonesia.

Oi f e n tu L--E ne t-E.arn a
dengan ketua Mr.Ole Lunby
(Norwegia), beranggotakan
Ms.Deborah Milstein (lsra_
el). dan Ms.Leane Cornet
Naidin (Brazil)

126

Berdasarkan kedua kasus tersebut secara jelas tampak bahwa
produk kertas yang diproduksi cleh Indonesia sangat rawan terhadap
tuduhan dumping yang dituduhkan oleh Negara tempat produk kertas
tersebut diekspor. Tidak hanya mengenai permasarahan dumping margin,
tetapi juga permasarahan penentuan injury yang terkesan dijadikan
alasan, agar produk keitas Indonesia yang diproduksi oreh produsen asal
Indonesia terutama daram har ini adarah sinar Mas Group terkena
tuduhan dumping- Hal yang hrnrt perlu diperhatikan oleh produsen den
pemerinkh lndonesia daram kasus tuduhan dumping oreh Negara ruar
adalah masalah like product-

Berdasarkan'

kasustuduh-,0,*J*T",:::'Ji:-J:::rt:::_:H"::::H:;
Selatan, terdapat ----,. peroandrngan antara kedua kasus tersebut.
Perbandingan yang terdapat pada kedua kasus tersebut adarah sebagai
befikUt: 

'': "":::':.:'. .'' :::v::'t:''::::.:.. 
'"'':
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impor uncoated woadfree
paper asal Indonesia.

Hingga saat ini, proses retaliasi terhadap Korea Selatan te.rsebut

belum brjalan dan diperkirakaa tidak akan dilaksanakan berdasarkan

keluarnya Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 200/M-

Dag/212w8 perihal tindak lanjut hasil panel sengketa dumping

Indonesia-Korea Selatan- Hal tersebut disebabkan kemampuan sumber

daya manusia yang masih belum memenuhi.s, penerapan retaliasi itu

sendiri dikenal sebagai hal yangmemiliki darrpak merusak

(trade destracrivej.*l Pengeiraqn.le1i€.baik yeng dilakukan oleh Negara

pelanggar (pengenaannva 
-"tangg* 

afuran !yIO) maupun oleh

pnggugat sebagai tindakan retaliasi, bertentangan de,ngan tujuan dari
wro itu sendiri, yt.tat' *ade liberalization d,ataEn arti mengupayakan

sebisa mungkin untuk menghapuskan atau merurunkan tarif (oleh
kerenenye tarif seringkeli dianggap sebagai tde bonieirs). Negara

penggugat alian juga merasakan dampak negatifrrya jika menerapkan
eanksi ini, khususnya .rntuh xegara berkembang dan Negara kurang
maju. Retaliasi,..iaga dapat.;rrenimbuikar kerugian kesejahteraan bagi
para pihek dan 'bahkarr Negar:a krt'rg* juga dapat terkcna dampaknya.s2
oleh karena i€ .*;*-,-'siat ini Indoaesia masih klum berani
menerapkan raaliasi.

Perlu diperhatikan, selain Korea selata4 Afrika selatan sendiri
tidak hanya sekati menuduh dumping terhadap produk kertas Indonesia
yang diekspor ke Afrika selatan. produk kertas itu sendiri merupakan

s Hasil wawaacara dengan Bapak Pejabat Eselon III Direktorat pergamanan perdagangan
(BPPi Kementerian perdagan gan

81 Tri Hamo*o. "Peninjauan Ulang Keientuan Rdaliasi Sebagai Reformasi penyelesaian
seng&era wro"'^ -ftEnal Hu*zm traennastotzia {ndonesian Joumal # tnternational Lar;v), yolume SNomor 2 Januari 200A, hel ZZ7 -t' Ibid'hal 280- Perjanjian perdagangan beb6s, baik dalain bentuk Free Trade Areamaup*ncastom union dari sudut pandang ekonomi dapt,menyebabkan oampat positif atau negatif. Dampakpositif disebut dengan tr1le cr.eation, terjadi ip.uil" a.rgan;dd;[4u4iun re*ebut biaya ringgrproduksi dor*estik digantikan dengan lmp*r eal Ne.gra;gg;t*;y; Srang lebih minah. Dampak
fsatil disebur dengan fta{e diversian, terjadi apbiri;rnp"rT*.,e* 

^o**;A;;;'d;1,;*r"

digantikan dengar impor barang dengan L;uyu y*g r.urt a"ggi yu.rg'b".u"ut dari Negara *nggataperjanjian.

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., RR. Dyah Lestari Adityas Ningrum, FH UI, 2010.



129

produk ke-6 yang paling banyak dituduh dumping oleh Negara luar.s3
Disinilah peran ser&a dan upaya pemerintah sangat dibutuhkan, terutama
untuk mengantisipasi terjadinya tuduhan dumping kembali oreh Negara
luar atas produk Indonesia, terutama terhadap produk kertas.

oreh karena itu keadilan sangat diperrukan daram praktek
perdagangan internasionar, agar tidak terjadi ketimpangan antara Negara
yang satu dengan Negara yang lainnya, terutama arftaraNegara maju dan
Negara berkernbang. Sebagaimana telah diungkapkan oleh Aristoteles
yaitu Theory af Justice- sec4ra, khusus kead*an itu penting daram
konteks ekonomi dan, bisnis *reaa tioat pernah r"buJpruruul uru.,
sikap batin saja tetapi men,vangkut kepentingan atau barang yang
dimitiki atau oiruntur orerr borbegai pft,*. 

";;-;r*, 
o,*u*,

dalam peagertian kesarnaan yaitu.bahwa semua manusia adalah sama di
depan hukum. Kesamaan proponionar memberi ;;; apa yang
menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya dan presksinya. Har
tersebut dapat menggambarkan bahwa Indonesia maupun Afrika Selatan
serta Korea seratan mem*iki hak yang sama di depan t ur.,r, tunpu
dibeda-bedakan.

Keadiran yang diterapkan terwbut berfokus pada pembeturan
sesuaru yang sarah. Jika suatu peranggaran dilanggar atau kesarahan
dilalarkan, maka kead'an korektif berusaha memberikan kompensasi
yang memadai bagi pihak yang dirugikan, yaitu indonesi4 dan jika suatu
kejahatan terah dirakukan' maka hukuman yang sepantasnya perru
diberikan kepada si pelaku yang daram har ini adarah Afrika Seratan.
Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya
kesetaraan yang sudah mapan atau terah terbentuk. Keadilan korektif
berfugas membangun kembali kesetaraan tersebut.

Konsep ini kemudian diteruskan oreh John Rawrs yang kemudian
mengemukakan teori tentan g Justice daram buku Theory af Jastice yang
dikenal dengan Justice ss Fairness- Rawrs menjeraskan arti pentingnya

83 
Direkorat pensamana, o..r---F

#ffi.r#:#;'#:w#TT;':#;##;j\*Y,:,f a?:H'si;:tfi :f ?'-fffi fi#::
Universitas Indoncsia

Tinjauan yuridis..., RR. Dyah Lestari Adityas Ningrum, FH UI, 2010.



130

keadilan daram suatu masyarakat yaitu adanya kesamaan antar individu,
secara politik maup'n kebebasan individuar, persamaan kesempatan, dan
kerjasama yang menguntungkan masyarakat yang tebih dan kurang
beruntung dari anggota masyarakat.

Teori tersebut kemudian dikembangkan oreh Frank J. Garcia,
yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan di lingkungan internasionar
dalam bidang sosiar dan ekonomi adarah atau dianggap ad' harrya jika
dapat menghasirkan keunhmgan untuk semuu n"*uru khususnya negara
yang kurang beruntung; dalam hal ini negara berkembang.e Selanjutny4
Frank J' Garcia mentrnbahkan barrwa perru adanya ,*,u kerangka
normatif yang didasari atas kewajiban morar yang mendasari hubungan

To* 
nesara maju dan nesara berkembang;;";il; untuk halini, diame"iatataa

"a key 
"*y::"f ly,@vetgping w(al1 *ade agenda. ptrys aceirtr*'r role in sdttsfying the morat obtigaiowlhat wearth;erstates awe 

lo?rer 
states &s a mdtur of distrib*tve justice. Seen,#:y:# jhe prircipte of speeiat 

";; 
;,f";;;,"i treatntent is;;t@;;|tr*;fl{Tf**,'#ffi;f liW tr:;StAteS. , ; . . : , ,  .  

-- a,, j
Dari pemyataan terse6ut''maka penerapan prinsip speciar andDffirential Treatment merupakan jaran keruar untuk me4iembatani

ketidaksetaraan yang ada di antara negara maju dan nega* berkembang.
Prinsip ini bukan sekedar akomodasi poritik namun merefleksikan
kewajiban vnorar akibat adanya ketidaksetaraan. Dengan prinsip inidiharapkan negara berkembang bisa mendapatkan manfaat sehinggadapat memainkan perannla dengan makimal-

prinsip speeiar and Dffirentior Treatmewini merupakan prinsipuniversar yang terah dia*ut oreh wro- Ketentuan-ketentuan special endDffirentiar Trcstment tersebar di berbagai persetujuan w,To. selainmenjiwai persetujuan-persetujuan yang ada prinsip ini juga menjiwaiperundingan yang dilakukan dalam fsnrm WTO= Keefeletifan ketentuanspeeia! and Dffirentiar Trestment sangat mene*fukan bagi negara
u Frank J. Garcia, Op cit.,hal 134.
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berkembang guna menjembatani gap yang ada karena ketidaksetaraan.

Dengan ketentuan Special and Dffirential Trestment yang eiektil salah

satunya, maka dapat dikatakan kepentingan negara berkembang telah

terakomodir.

4.4 Upaya Penyelesaian Tuduhan Dumping Serta Usaha Pemerintah Dalam

Menjalankan Fungsinya Sebagai Pelindung Ralcyat

Permasalahan dumping merupakan pqrsoalan yang termasuk dalam bidang

perdagangan bmang yang bersifat inteTasioryl, ferdagangan internasional tersebut

ditentukan dalam kesepakatan perdagangq4 dan tarif yang disebut GATT, yang

dilakukan apabila terjadi praktek durnprng U:rtuk melindungi dari adanya

permasalah dumping, maka diatur mangenai hukum anaidumping.

Hukum anti-dumping merupakan ketentuan )'ang mengatur tindakan yang

harus dilakukan untuk melindungi produksi dalam negeri terhadap barang impor

yang memiliki harga murah dalam praktek dagang yang tidak jujur atau curang dari

eksportir asing. Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan membatasi

impor berdasarkan pajak atau biaya yang diproteksi oleh ekspo*ir untuk
mengenakan harga minimum. Hal tersebut tampak pada tindakan Afrika Selatan
yang memproteksi produksi dalam negeri mereka dan industri SACU dengan
menetapkan tarif tertentu untuk beberapa komoditi tert€ntu diantaranya adalah
kertas.

Dalam hal mengantisipasi timbulnya perdagangan yang tidak sehat seperti
praktek dumping yang dapat merugikan kepentingan nasional, maka pemerintah
berkewajiban untuk melaksanakan peftrn dan fungsinya untuk mengamankan
perdagangan dan kepentingan bangsa secara keseluruhan. Apapun bentuk kebijakan
yang akan diambil dan instrumen apapun yang akan digunakan oleh pemerintah,
tujuan dari tindakan pemerintah tersebut haruslah berupa hal-hal berikut:
a. Melindungi industri dalam negeri dari pengaruh perdagangan yang tidak sehat

(un/izir trcde) yang dilakukan oleh para eksportir luar negeri. Dalam hal ini,
pemerintah dapat mengambil langkah-tangkah darurat dengan cara menunda
atau menghentikan penerapan kewajiban yang tercantum dalam kesepakatan
wTq guna memberikan perlindungan terhadap industri dalam negeri sebagai
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darnpak masuknya barang impor dari praktek yang tidak sehat atau kenaikan

vclume imporyang mendadak dalam jumlah yang sangat besar;

b. Mempertahankan akses pasar bagi produk ekspor industri dalam negeri ke pasar

internasional. Untuk hal ini, pemerintah memberikan pemklaan terhadap

industri dalam negeri dalam rangka memperoleh kembali pasar ekspor yang

hilang karena dituduh dumping danlatau mengandung subsidi, atau volumenya

meningkat sectra mendadak dalam jumlah yang sangat besar di pasar tujuan

ekspor. :
Apabila dilihat pada ketentuan yu"g t"tdupu t di Implementarion of Article W

GATT 1994, tsrdapat aturan khusus mengenai Negara berkembang yaitu pada

Article 15 ADA yang secara jelas berbuny.i1l.,'-. ,,. :
"It is reeognize'd thct speciat rigard nust.'be giien $t developed country
memberr to tle special .situation'af ;devetoping cauntry *embers wlwn
considering of mti-dumping measures'under this agyeemenl. Possibilities of
constructive renryidies ,pfa.u,ided"'for;,.,by this agreement shall be explored
before applpny arrffAurFIF@"duties where they would Seet the esserrtial
inte rest of deve loping country me m be rs. "

Piisal tcrscbur:rinengEftir mmggnat dnya suatu kewajiban yang harus

dilakukan oleh Negara maju bita berhadapan dengan Negara berkembang termasuk
{lalam hal perfibebanan ttndakan anti. Xerentuan yangterdapat dalam pasal

tersebut mengharuskaa Negara;Bggq A'WTO untuk rnolindungi atau meirgamankan
Kepentmgan Negara ilerkembang. i-atu bagamana Jtka dalam kasus yang terjadi
adalah Negara berkembang melawan Negara berkembang apakah ketentuan
tersebut Juga tetap &fl aku.

Ketcntuan yang terdapat dalam pasal tersebut pada kenyataannya selama ini
tidak berjalan efektif sehingga perru adanyasuatu penyempumaan yang diharapkan
dapat menjadi lebih efektif dan operasionar terhadap tuduhan dumping-

Tuduhan dumping hanya ditujukan kepada perusahaan rndonesia yang
mengekspor produknya ke Negara tertuduh. Tuduhan tersebut dapat berakhir dengan
pengenaan BIVIAD, dimana pengenaan tersebut sangat jelas dirasakan oleh
perusahaan tertuduh di Indo*esia. Namun dampak dari tuduhan tercebut
sesungguhnya sangatrah luas. Misarnya saja yang sangat tampak adarah
berkurangnya devisa Negara karena eksportir yang daram har ini sinar Mas Group
O*olmenghentikan ekspornya ke Negara Renuduf (Afrika r 

;lT];,l,HTjl
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Negara lain dapat ikut rnelakukan tuduhan dumping terhadap produk sejenis yang

dikenakan BMAD, dikarenakan adanya anggapan bahwa perusahaan Indonesia

tersebut memang sengaia mdual hasil produksi mereka dengan harga dumping'

Dalam hal ini, hal-hat penting yang telah dilakukan oleh pemerintah

Indonesia dalam upaya penyelesaian tuduhan dumping atas barang ekspor Indonesia

adalah:

a. Cepattanggap terhadap inisiasi.

Pada saat produk ekspor Indonesia dituduh dumping (inisiasi), otcritas

anti-durnping Negara penuduh (ITAC) akan menyampaikan pengumuman

dimulainya pnyelidikan anti{umping terhadap produk impor asal Indonssia

dengan disertai questioner dan petisi yang bersifat tidak rahasia (non

confidential eomplain\ yang mewakili atau mengatasnamakan industri dalam

negeri Negara penuduh kepada perwakilan pemerintah Indonesia di Negara

penuduh, yang dalam hal ini adalah KBRI Pretoria Pemerintah Indonesia adalah

bijaksana jika menyampaikan informasi,dimulainya *ratu penyelidikan kepada

perusahaan tertuduh di Indonesia sesgera murgkin, mengingat batas waktu

menjawab questinner yang diberikan oleh otoritas antidumping Negara

penuduh sangatlah terbatas yaitu 30 hari, s€dangkan dalam ketentuan anti-

dumping di Afrika Selatan adalah 2l han. Hal tersebut telah ditakukan oleh

Indonesia" yangOalam hal inidiwakilioleh Direktorat Pengamanan Perdagangan
(DPP) Kementqrian Perdagangan DtP telah memenufri,tr*a3iUannya untuk
terus mendampingi,Frusahaan'terfuduh, dimana perusahaan ir"*duh 

tersebut
harus menjawab semua rp€rtantaali yang terdapat dalar*.'.Qtuestioner dalarn Z
versi, yaitu bersifai.,'ru,qqsiq,-du- ti&k ,"tu*ia .iifta,.,;n*in dikategorikan
kooperatif, Jawaban afas questioi,rer tersebut akan diverifikasikan oleh otoritas
anti4umping Negara penuduh saat melakukan on the ,rpat verification Untuk
memudahkan penanganan tuduhan dumping, perusahaan tertuduh sangat
dianjurkan untuk mernbentuk suatu tim khusus. Hal ini sangat diperlukan dalam
rangka menjawab questioner serfa menghadapi on the spot verification dan
melakukan lnaring.
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b. Mempersiapkan petisi dengan baik'

sebagaimana diketahui, pihak terarduh yaitu pemerintah dan perusahaan

Indonesi4 menerima petisi yang bersifat tidak rahasia. Berdasarkan data yang

adq sebagian besar dari petisi yang disampaikan tersebut tidaklah solid dan

memiliki kelemahan serta celah yang dapat disanggah. Hal penting yang harus

diperhatikan adalah apakah petisi tersebut telah memenuhi persyaratan properly

do curn ent e d, antzra lain:

1) Uraian barang sejenis yang dituduh dumping;

2) Jumlah volume dan nilai produksi dari barang sejenis yang dihasilkan oleh

petisioner;

3) Nama Nregara asal barang sejenis yang dituduh;

4) Nama ekspotir atau produsen yang mengekspor barang sejenis ke Negara

penuduh;

5) Nama importir yang memasok barang sejenis di Negara penuduh;

6) Informasi harga barnrg sejenis dari eksportir saat dijual di pasar

domestiknya;

7) Informasi harga barang sejenis oai etsportir saat diekspor ke Negara

penuduh alaupun ke Negara ketigp;

S) Informasi volume impor yang dituduh dumping;

9) Pengaruh produk impor tersebut pada harga barang r.l*n pusar domestik
Negara penuduh; '  ', , '

l0)Adanya volume i*por yang meningkat signifrkan baik secara absolut atau
relatif;

.4. : . , : . . : . : .  t  , : . , -

. - : , ;  ; '  I  : :: .::]: :

ll)Adanya pemotongan harga yang signifikan Qtrice urdercutting)dari produk
impor yang diduga dumping terhalap___.__r harga barang sejenis di pasar Negara
pengimpor; i ,: , ..,,.'-:.,"'-,

12) Adanya kerugian yang diderita oleh indusfi domestik Negara pengimpor;
13) Apakah petisi telah memenuhi persyaratan standing petisioner, yaifu

perusahaan barang sejenis Negara penuduh mempunyai produksi:
(a) Melebihi 50% dari total produksi domestik Negara penuduh; atau
(b\ 25o/o dari total produksi Negara penuduh dan mendapat dukungan

perusahaan lain sehingga melebihi 50% dari total produksi domestik
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Negara penuduh dan dibuktikan dengan adanya surat dukungan
perusahaan lain tersebul yaitu:

(l) Apakah volume impor barang asal Indonesia tersebut telah 3% dari

total pangsa imporNegara penuduh atatTa/o (secara kumulasi dengan
Negara lain yang dituduh dumping);

(2) Apakah petisi telah menguraikan adanya bukti awal yang kuat Qxima
focie evidence) tentang adanya dumping injury dan causa! linh,

{3) Apakah marjin dumping produk impor asal Indonesia2yaatau lebih;
(4) Apakah dak atau informasi yang ada daram petisi merupakan data

yang vaiid.

Melakukan pembelaan dti (self ctefence) yangterarah.

Ketika otoritas anti-cumping Neg4.. p -e*u*uh me*get ua*an prerimirwry
determination, essenliar facts ataupun finar derermination, sanggahan krus
dilkul€n untuk ggagalkan utuo **nghe.rti* ** dumping yang
sedang berlangsur4. , 

','1,.

Untuk menunjang ,unggut uo yang diberikan oleb Indonesia melalui
DPP, diperlukan juga adanya:

l) Surat pemberiahr,ran notifikasi;,,:.,.,:,
2) Surat pemberitah$n iniiiasi;'-- '',':" ,

3) Petisi (non canfidential complain);
4) Questioner uniltkprodusen atau eksportir Negara tertuduh;
5) Data sktistik impor Negara penuduh untuk produk sejenis asal lndonesia

yang dituduh oleh Negara lainnya;
6) Jawaban questionerpetisioner yang bersiftt tidak rahasia;
7) Jawaban questioner produsen atau eksportir Negara lain yang berisi fakta

tidak rahasia;

8) Jawaban qtrcstioner imporfir yang bersifat tidak rahasia jika ada di mata
Negara rain (serain Negara penuduh), produk kertas asal Indonesia seorah_
olah selaru dijuar dengan harga dumping. Dengan demikian otoritas anti_
dumping Negara rain ikut menuduh dan mengenakan BMAD krhadap
produk impor asar Indonesi4 seperti yang terjadi pada produk kertas dan
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kaca asal Indonesia yang telah dituduh dumping oleh Afrika Selatan, Uni

Eropq Thailan4 dan PhiiiPina-8s

Sosialisasi penanganan tuduhan dumping-

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak berhenti hanya

ffimpai pada langkah tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh, saat ini

pemerintah lndonesia melalui Kementerian Perdagangan dan DPP tslah

melakukan upaya sosialisasi kepada produsen Indonesia di Jakarta dan seluruh

daerah di tndonesia, meskrpun masih disayangkan sosialisasi yang dilakukan

masih terbatas pada Provinsi Daenah Tingkat II belum mencakup tingkat

Kabupaten.s6

Upaya mencegah tuduhan Aurnpjng.'.Vp4 yCng dilakukan oleh pemerintah

Indonesia melalui DPP Kementerian.P@aganga* antrya lain adalah:

l) Kegiatan early warning system,*t yuitu berupa antisipasi awal untuk

mencegah tud*han durnpi{rg.Gihi?d4p barang ekspor Indonesia serta untuk

mengetahui statistik perdagangan ekspor impor Negara yang bersangkutan

dan mengetahui perubahan harga yang terjdi di Negara yang

bersangkutan. Kegiatan tersebut berwa penyuluhan dan mengajak para

produsen Indonesia agar sebelum melakukan kegiatan ekspor ke luar

negeri hendaknya memperhatikan strategr ekspor, pemasaran dan pangsa
-  . :  : :  . . , ,1 '  ,

pasar di Negara tujuaa, arnelalelkaft penenttran harga dengan hati-hati.

Kementerian Perdagangan juga berupaya merangkul asosiasi dagang di

Negara pengimpor (tujuan eksportir) untuk membantu paru produsen
Indonesia membuka jatan perdagangan di negara tujuan ekspor tersebul
serta melakukan negosiasi-negcsiasi dengan asosiasi dagang di Negara
tersebut.

2) Pemberdayaan sumber daya manusia Dpp Kemen-terian perdagangan,

yaitu dengan cara membekali pengetahuan yang terkait dengan tuduhan
dumping dan peraturan regurasi di Negara penuduh dumping. Negosiasi
yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dpp tidak sepenuhnya berjalan

t5 Hasit wawaR€{ua dcngan Bapak Peiabat Eselon ru Direkorat pengpmanan perdaganga:n
(DPP) Kementerian Perdagangan.

15 lbid.
*7 Hasil wa\ryancara den-gan Bapak Martua sihlmblng, Inspektur Il Inspektorat Jenderal, mantsnDirektur Direktorar Pengamanan Ferdag;gan Kementerian p"?l"dg"* -'

Univseit*s fndoreria
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dengan lancar.88 Adakalanya DPP tidak menemukan titik temu, baik

dikarenakan kurangnya pemberdayaan sumber daya manusia DPP dan

pengetahuan regulasi serta kebijakan perdagangan di Negara pengimpor,

juga sutitnya menemukan kata sepakat di antara kedua belah pihak Oleh

karena itu, pemberdayaan sumber daya manusia memiliki peran yang

sangat penting untuk menunjang pcnanganan tertradap tuduhan dumping

baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

3) Sosialisasi mengenai pentingnya mengetahui harga di Negara tujuan

ekspor dan strategi menghadapi tuduhan dumping kepada produsen.

Meskipun pemeriniah telah berupaya untuk membantu produsen Indonesia

agar tidak terkena tuduhan d*mpin$,{i kemudian hari, produsen Indonesia

masih kwang memkrikan respon yang baik terhadap sosialisasiyang telah

dilakukan oleh aparat pemerintah, yang dalam hal ini dilakukan oleh DPP

Kementerian Perdagangan.se

Dalam suatu prdagangan ekspor impor dikenal pengiriman barang

dengan menggunakan harga Free On Bocrd {FOB} 1an Cost, Insuronce,

ond Freighr (Ctr). Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, para

produsen Indoaesia masih banyek yang tetap menggunakan harga Free on

Board (FoB) dalam melakukan ekspor ke luar negeri, sehingga komoditi

Indonesia yang di ekspcr ke luar negeri tersebut memiliki harga yang lebih
murah. Akan tetapi pe4ggunaat harga Free on Board (FoB) tersebut

sangat disayangkan oleh pemeriqtah.e0 sebab dengan penggunaan hargu
FoB tersebut, celah untuk dikenakan tuduhan dumping oleh Negara luar
lebih besar jika dibandingkan dengan pengguniurn harga cIF, dikarenakan
harga barang yang lebih murah.

Para produsen Indonesia sendiri, hampir keseluruhan rata-rata tidak
memikirkan resiko terhadap barang yang di ekspor tersebut jika terjadi
kemsakan, yang akan dipikul sesudah melakukan serah terima barang
kepada pengangkut yang ditunjuk pemberi. Kebanyakan para produsen
Indonesia tersebut hanya memikirkan agar produksi mereka laku di

"8 lbid.
*e lbid.
q 

tbtd.
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pasaran luar negeri, tanpa rnemikirkan adanya kemungkinan dituduh

dumping oleh Negara tujuan ekspor tersebut.

Hal tersebut disebabkan, secara umum, para produsen dan supplier

asal Indonesia merasa lebih aman dan mudah jika menggunakan harga

FOB, dikarenakan mereka tidak melibatkan urusan pengapalan, biaya" dan

ongkos angkut serta insurance. Sebaliknya, pihak pembeli merasa dapat

memproleh fteight cost dan insurarre yang lebih murah melalui shippling

line yang mereka anggap terpercaya *rta insurance comp,ny ya*g

reliable.el

Penggunaan terhadap harga FOB maupun harga CIF sesungguhnya

tidak memiliki pengaruh terhadap dikenakan atau tidaknya tuduhan
dumping terhadap b*g impor asal Indo+resia di Negara yang

bersangkutan tersebut.e2 Jika para pengusaha kemudian menggunakan
hatga cost, Iilsa atie,"':ffi Freight {cIF)e3, hal tersebut tidak menjamin
bahwa produsen Indonesia tiduL'utan terkeqa tuduhan durnping.

Penggunaan harga FoB maupun cIF tersebut sesungguhnya hanya
akan berpengaruh pada perhitungan dumping margin untuk mengetahui
harga ex factory lever.Y Siual dalam hal ini, pengenaan suatu tuduhan
dumping tidak berpengaruh pada penggunaan harga FoB atau crF pada
harga ekspor suatu o"**, dikarlnakan perhitungan dumping margin harus
dibawa ke exfactory level dimiafreighr and iruuratrce misalnya harus
dideduct.ss Hendaknya produsen Indonesia mau bekerjasama dengan pihak

]] Hasnwawancarao***ffi
e2 Hasil wawancaxa dengan a"put Irautt* siro.mulg, Inspektur lI Inspektorat Jenderal, mantanDirektur Direktorat pengamanan perdagangan Kementerian p".AAg*g*.'e3 cost, Insurince, and ttreiiht tLml o"*rti p.o:*r ,rrFlurolt* penyerahan barang bila barangtsrsebut melewati pagar. kapar 

.di 
perabuhan-p"og"p"i*, 

f:*""r "4L'*"mb-y-* 
semua biaya danongkos angkut yang perlu untuk mengankut uu*og 

Trnpar ne petalutran tujuan yang disebut. Tetapiresiko hilmg dau kErusakan xas bardg, t"rma*,f setiap birya i-uurr*'""rr.rbrxrgan dengan peristi'Byang terjadi setelah waktu penyeraharq u".pincutt a*i p".i*r i"p"o" p"*Lli. Namun, dalam syarat cIF,penjual wajib pula menutup as$ransi angkutan r""tr"*"&p *.t'k" #^;; kerusakan atas baraag yangmungkin diderita pembeli selama banng aAamper1atanan.
Berkenaan dengan hal tersebuf penjuai 

ryil1 **r"t*p asuransi dan membayar premi. pembeliperlu mencatat hhwa dengan syarat cli', penjual'diwajruuf 
-**rpl**ri 

hanya dengan syaratpertangguagat minimal. Sekiranya pembeli mengin$n1s'p".ltd;il;;ang tebih besar, maka pembeli
ffit#trffi 

persetuiuan dencao peni ral 
"o1* t g*, atar" peniuen senairi har's meag'rus asuransi

s Hasil wawancarzi dangan Bapak Err.v Bundjamin.nt lbid.
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pemerintah untuk mengantisipasi

setelah terjadi permasalahan.

tuduhan durnping, bukan bergerak
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